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CAHYO AJIE. E0003007. EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH 
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2003 TENTANG 
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM MENYELESAIKAN 
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.  




       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur 
Mediasi Di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata beserta hambatan-
hambatannya dalam menyelesaikan sengketa secara damai. 
       Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif dan apabila dilihat dari 
tujuannya termasuk penelitian hukum empiris atau non-doktrinal. Lokasi 
penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis  data yang dipergunakan meliputi 
data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan 
adalah wawancara dan studi kepustakaan yang berupa buku-buku, Peraturan 
Perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis data 
menggunakan  Interactive models of analysis. 
       Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur 
Mediasi Di Pengadilan belum cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa 
perdata di Pengadilan Negeri Surakarta dan ada beberapa hambatan dalam 
pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa 
perdata di Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu rendahnya tingkat kesadaran pihak 
materiil untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai melalui mediasi dan 
keengganan advokat untuk mendorong kliennya untuk menyelesaikan sengketa 
klien mereka secara damai melalui mediasi. 








 A. Latar Belakang Masalah 
 
Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap 
tindak atau perilaku teratur, adalah membimbing perilaku manusia, sehingga 
hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara 
ilmiah. Studi terhadap hukum secara ilmiah dengan sendirinya mempelajari 
sampai sejauh manakah pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku 
manusia (Soerjono Soekanto, 1988 : 3). 
 
Dalam kenyataan sehari-hari akan dapat dijumpai berbagai wujud sikap 
tindak perilaku hukum. Ada sikap tindak perilaku subjek hukum yang 
mematuhi hukum maupun sikap tindak perilaku subjek hukum yang 
melanggar hukum. Namun demikian suatu sikap tindak perilaku hukum 
dianggap efektif, apabila sikap tindak atau perilaku subjek hukum menuju 
pada tujuan yang dikehendaki pembentuk hukum tersebut, artinya, apabila 
pihak lain tersebut mematuhi hukum. 
 
Dalam dunia peradilan, Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan 
merupakan suatu kaidah hukum yang masih baru, di mana pemberlakuannya 
baru tahun 2003 yang lalu. Seperti halnya peraturan perundang-undangan 
yang baru disahkan, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan masih 
ditunggu keberhasilannya mencapai tujuannya untuk menghindari 
penumpukan perkara di pengadilan dan mernberikan akses kepada para pihak 
yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan 




Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan masih diuji efektivitasnya atau 
pengaruh positifnya dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan. 
 
Konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan 
dengan suatu kaidah hukum, yang isinya berupa larangan, suruhan, atau 
kebolehan, tanpa mempersoalkan apakah yang menjadi tujuan pembentuk 
hukum. Akan tetapi di dalam kenyataannya, maka terdapat konsep pengaruh 
positif atau efektivitas, yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah 
hukum. Apabila seseorang mengatakan suatu kaidah hukum berhasil atau 
gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur dari apakah 
pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga 
sesuai dengan tujuan tertentu atau tidak. Sikap tindak atau perilaku yang 
sesuai tujuan disebut positif, sedangkan yang menjauhi tujuan lazimnya 
dinamakan negatif. Sikap tindak atau perilaku lainnya, walaupun kadang-
kadang dikaitkan dengan aturan tertentu, hanyalah berarti kalau mempunyai 
pengaruh tertentu terhadap pencapaian tujuan-tujuan tertentu pula. Walaupun 
demikian kadang-kadang hukum mengalami kegagalan, padahal hukum tadi 
dipatuhi, namun tujuannya tidak sepenuhnya tercapai. Hal itu disebabkan oleh 
karena kadang-kadang dibedakan antara semangat kaidah hukum tertentu 
dengan tulisan kaidah hukum sendiri (Soerjono Soekanto, 1988 : 7). 
 
Urgensi  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 
Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan  dalam menyelesaikan 
sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta untuk diteliti, yaitu: untuk 
melihat pencapaian tujuan pembentuk kaidah hukum ini melalui Pengadilan 
Negeri Surakarta yang menerapkannya. Sebagai sampel dari efektivitas 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa 
perdata di Pengadilan, diambil pemberlakuannya di Pengadilan Negeri 
Surakarta, karena Pengadilan Negeri Surakarta telah menerapkan Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang 
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Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata di 
Pengadilan. 
 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian yang lebih mendalam mengenai Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di 
Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri 
Surakarta. Untuk itu penulis dalam penulisan hukum ini memilih judul : 
“EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2003 TENTANG PROSEDUR 
MEDIASI DI PENGADILAN DALAM MENYELESAIKAN 
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA”. 
 
 B. Perumusan Masalah 
 
Perumusan masalah dalam Penulisan Hukum ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Apakah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 
Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan cukup efektif untuk 
menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta? 
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat mediasi dalam menyelesaikan 
sengketa perdata di pengadilan Negeri Surakarta  dan bagaimanakah 
solusinya? 
 
 C. Tujuan Penelitian 
 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Tujuan Objektif 
a) Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di 
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Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan 
Negeri Surakarta. 
b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat mediasi dalam 
menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta. 
 
2. Tujuan Subjektif 
a) Untuk menerapkan ilmu-ilmu hukum dan keterampilan hukum yang 
penulis peroleh di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret di 
Surakarta dalam praktek-praktek hukum sebenarnya. 
b) Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan Penulis tentang Mediasi 
di Pengadilan. 
 
 D. Manfaat Penelitian 
 
1. Manfaat Teoritis 
a) Hasil penelitian Penulis harapkan dapat menambah khasanah 
kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum 
khususnya. 
b) Untuk mendalami teori-teori yang telah Penulis peroleh selama kuliah 
di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
2. Manfaat Praktis 
Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan hasilnya dapat dijadikan 
sebagai literatur bagi masyarakat, baik dari kalangan akademisi maupun 
pihak-pihak yang akan berperkara di Pengadilan Negeri. 
 
 E. Metode Penelitian 
 
1. Jenis Penelitian 
Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk 
dalam penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. Sesuai data-data yang nantinya terkumpul, yaitu berupa kasus-
kasus, maka pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
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pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan jika sifat data yang 
dikumpulkan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga 
tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi (Amiruddin & 
Zainal Asikin, 2004 : 24). 
 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu 
penelitian yang bertujuan mengambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 
individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan 
penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan 
antara suatu gejala lain dalam masyarakat (Amiruddin & Zainal Asikin, 
2004 : 25).  
 
Dalam hal ini, peneliti akan mendiskripsikan tentang efektivitas 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan  faktor-faktor yang 
menghambat mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan 
Negeri Surakarta. 
 
3. Lokasi Penelitian 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, mengambil lokasi 
penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Pertimbangan yang digunakan 
adalah bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah menerapkan Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang 
Prosedur Mediasi Di Pengadilan. 
 
4. Jenis Data 
a) Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
Pengadilan Negeri Surakarta dengan cara wawancara dengan hakim 
mediator, yaitu hakim Dwi Sudaryono, S.H. berkaitan dengan 
pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
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02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam 
menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta. 
b) Data Sekunder 
Data sekunder di sini adalah data yang tidak diperoleh secara 
langsung dari lapangan, tetapi data sekunder ini merupakan data yang 
relevan dan mendukung berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data 
sekunder ini berupa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri 
Surakarta Nomor : 86 / Pdt.G / 2006 / PN.Ska Tentang Penunjukan 
Majelis Hakim tertanggal 20 Juli 2006, Surat Penetapan Ketua 
Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 86 / Pdt.G / 2006 / PN.Ska 
Tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 7 September 2006, 
Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 86 / Pdt.G / 2006 / PN. Ska 
Tentang Penunjukan Mediator dalam perkara Nomor : 86 / Pdt.G / 
2006 / PN.Ska, Laporan Mediator tanggal 7 September 2006 kepada 
Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 86 / Pdt.G / 2006 / PN.Ska yang 
diwujudkan dalam suatu Kesepakatan Perdamaian, Akta perdamaian 
Nomor : 86 / Pdt.G / 2006 / PN.Ska, Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 1999, literatur-literatur, karya ilmiah yang mendukung, serta 
peraturan perundang-undangan lainnya. 
 
5. Sumber Data 
a) Sumber Data Primer 
Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh 
langsung dari Pengadilan Negeri Surakarta.Sumber data primer dalam 
penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Surakarta sebagai institusi, 
Hakim Dwi Sudaryono, S.H. sebagai salah satu Hakim Mediator di 
Pengadilan Negeri Surakarta. 
 
b) Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
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(1) Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 86 / 
Pdt.G / 2006 / PN.Ska Tentang Penunjukan Majelis Hakim 
tertanggal 20 Juli 2006, 
(2) Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 86 / 
Pdt.G / 2006 / PN.Ska Tentang Penunjukan Majelis Hakim 
tertanggal 7 September 2006, 
(3) Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 86 / Pdt.G / 2006 / 
PN.Ska Tentang Penunjukan Mediator dalam perkara Nomor : 86 / 
Pdt.G / 2006 / PN.Ska, 
(4) Laporan Mediator tanggal 7 September 2006 kepada Hakim 
Pemeriksa Perkara Nomor : 86 / Pdt.G / 2006 / PN. Ska yang 
diwujudkan dalam suatu Kesepakatan Perdamaian, 
(5) Akta perdamaian Nomor : 86 / Pdt.G / 2006 / PN.Ska, 
(6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 
2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 
(7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa, 
(8) Literatur-literatur, karya ilmiah yang mendukung, serta peraturan 
perundang-undangan lainnya. 
 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan 
cara : 
a) Wawancara 
Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
wawancara jenis terpimpin. Wawancara terpimpin ini adalah 
wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok 
permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam 
wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai 
dengan permasalahan yang diajukan sehingga kebekuan atau kekakuan 
proses wawancara dapat terkontrol (Sutrisno Hadi, 2001: 207). 
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Wawancara ini dilakukan dengan Hakim Dwi Sudaryono, S.H. yang 
merupakan salah satu Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Surakarta, 
wawancara dilakukan pada hari Selasa, 17 April 2007. 
 
b) Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan yang dimaksud di sini adalah teknik 
pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen, 
peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil 
penelitian lainnya. Dalam hal ini Surat Penetapan Ketua Pengadilan 
Negeri Surakarta Nomor : 86 / Pdt.G / 2006 / PN.Ska Tentang 
Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 20 Juli 2006, Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003, 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, literatur-literatur, karya 
ilmiah yang mendukung, serta peraturan perundang-undangan lainnya. 
 
7. Teknik Analisa Data 
Teknik Analisa Data yang dipergunakan adalah Model Analisis 
Interaktif . Lebih jelasnya sebagai berikut : 
 
Setelah proses pengumpulan data selesai, maka didapatkan data-
data yang berwujud kasus-kasus. Sesuai data yang terkumpul, maka 
analisa data yang sesuai adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan 
deduktif, yakni menganalisa data dari permasalahan yang bersifat umum 
ditarik menuju kesimpulan yang bersifat khusus sehingga mampu memberi 
gambaran tentang Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan 
dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta. 
 
Untuk memudahkan analisa data tersebut sehingga penelitian 
tersusun secara efisien dan sistematis, maka penulis menggunakan Model 
Analisa Interaktif. Model Analisis Interaktif berarti “data yang terkumpul 
akan dianalisa melalui 3 (tiga) tahap, yakni mereduksi data, menyajikan 
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data, dan menarik kesimpulan. Selama berlangsungnya tiga tahap tersebut 
dilakukan pula proses siklus di antara tahap-tahap tersebut, sehingga data 
yang terkumpul berhubungan satu sama lain secara otomatis” (H.B. 
Sutopo, 2002 : 96). 
 
Untuk memudahkan pengertian tersebut, maka dapat dilihat dalam 




 F. Sistematika Penulisan Hukum 
 
Adapun sistematika Penulisan Hukum yang dilaksanakan adalah 
sebagai berikut :  
BAB I   :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, 
Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 
Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum. 
BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam Bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka 
pemikiran. Kerangka teori meliputi proses pemeriksaan sengketa 
perdata di Pengadilan Negeri, tinjauan umum tentang alternatif 
Pengumpulan 
Data 
Reduksi Data Penyajian 
Data 
Kesimpulan 
Gambar 1 : Skema Model Analisis Interaktif 
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penyelesaian sengketa, dan tinjauan tentang mediasi menurut 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 
2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. 
BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ketiga ini akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang 
ingin diungkap berdasarkan rumusan masalah, yaitu Efektivitas 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 
2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam 
menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta 
dan faktor-faktor penghambat mediasi dalam menyelesaikan 
sengketa perdata di pengadilan Negeri Surakarta. 
BAB IV :   PENUTUP 
Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan 
kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian 










 A. Kerangka Teori 
 
1. Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri 
Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk 
mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya dalam suatu kasus, 
yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara 
itu seharusnya dan agar apa yang ditetapkan itu direalisir, jika perlu 
dengan paksaan. Dengan demikian maka hak-hak dan kewajiban-
kewajiban yang diberikan oleh hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, 
dapat diwujudkan oleh pengadilan. (R. Subekti, 1989 : 8) 
 
Di dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu atau orang 
mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang 
lainnya. Ada kalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, hal 
mana dapat menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindarkan gejala 
tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan 
membuat ketentuan atau kaidah hukum, yang harus ditaati oleh setiap 
anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat. 
Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk 
bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota 
masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi, dan apabila kaidah hukum 
tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi 
atau hukuman. (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 
1997:1) 
 
Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata di 
samping perkara gugatan, di mana ada pihak penggugat dan pihak 
tergugat, ada perkara-perkara yang disebut permohonan, yang diajukan 
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oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Perbedaan antara 
gugatan dengan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada 
suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh 
pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang “merasa” 
bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar. Akan tetapi  orang yang 
dirasa melaggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela 
dan tidak mau melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa 
yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim. Di sini 
hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus 
siapa di antara pihak-pitersebut yang benar dan siapa yang tidak benar. 
Dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, misalnya 
apabila segenap ahli waris almarhum bersama-sama menghadap ke 
pengadilan untuk mendapat suatu penetapan perihal bagian masing-masing 
dari warisan almarhum berdasarkan ketentuan Pasal 236a H.I.R. Di sini 
hakim hanya sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tenaga tata 
usaha negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau 
lazimnya disebut putusan declatoir (Retnowulan Sutantio dan Iskandar 
Oeripkartawinata, 1997: 10). 
 
Berdasarkan pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar 
Oeripkartawinata tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai perbedaan 
perkara gugatan / sengketa dan perkara permohonan sebagai berikut. 
a) Perkara permohonan bercirikan sebagai berikut : 
(1) Tidak terdapat konflik di dalamnya 
(2) Jumlah pihak yang terlibat hanya satu, yaitu pemohon 
(3) Figur hukumnya adalah penetapan (mengikat semua orang) 
b) Perkara gugatan memiliki ciri: 
(1) Terdapat adanya konflik 
(2) Paling sedikit ada dua pihak, pihak penggugat dan pihak tergugat. 




Sengketa biasanya bermula dari situasi di mana ada pihak yang 
merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas 
yang bersifat subjektif atau tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh 
perorangan atau kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke 
permukaan apabila terjadi conflict of interest. Pihak yang merasa dirugikan 
akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Apabila pihak 
kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah 
konflik tersebut. Sebaliknya, jika reaksi dari pihak kedua menunjukkan 
perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadi apa 
yang dinamakan dengan sengketa (Suyud Margono, 2004: 34). Menurut 
Wahyu Hardiningsih dalam penulisan hukumnya, sengketa perdata adalah 
sengketa yang terjadi dalam hubungan hukum antara seseorang dengan 
orang lain ataupun antara seseorang dengan badan hukum, yang 
menitikberatkan pada kepentingan perseorangan dan bersifat privat 
(Wahyu Hardiningsih, 2006: 17).  
 
Menurut Soeparmono apa-apa yang dituntut kepada tergugat, 
dasar-dasar tuntutan dan bahwa tuntutan tersebut harus terang dan tertentu, 
posita adalah dasar gugatan / middelen van de eis (fundamental petendi), 
dan petitum adalah apa-apa saja yang dituntut / onderwerp van den eis 
(Soeparmono, 2000: 5). Penggugat apabila mengajukan gugatan tidak 
boleh tanpa dasar yang kuat atau dia akan merugi sendiri. 
 
Di Pengadilan Negeri, proses pemeriksaan sengketa perdata 
dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pemggugat atau kuasanya, kepada 
Ketua Pengadilan Negeri sesuai yang diatur oleh Pasal 118 HIR/RBg. Di 
mana dalam ketentuan pasal tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut : 
a) Pada dasarnya gugatan diajukan ke Pengadilan negeri di tempat tinggal 
tergugat. 
b) Dalam hal tergugat lebih dari satu dan bertempat tinggal di wilayah 
Pengadilan Negeri yang berbeda, maka gugatan diajukan ke 
pengadilan Negeri tempat salah satu tergugat bertempat tinggal. 
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c) Bila salah satu tergugat berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan 
diajukan ke pengadilan Negeri tempat tinggal Debitur. 
d) Bila tempat tinggal tergugat tidak diketahui atau tidak dikenal, maka 
gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat atau 
bila sengketa mengenai benda tetap, maka gugatan diajukan ke 
Pengadilan Negeri di wilayah benda tetap itu berada. 
e) Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri di mana para pihak yang 
bersengketa telah menunjuk tempat kedudukan hukum (domisili) 
dalam suatu akta perjanjian. 
 
Mnurut Soeparmono, gugatan atau tuntutan hak juga dapat disebut 
Tuntutan Perdata (Burgerlijke vordering), ialah merupakan suatu tuntutan 
hak yang mengandung sengketa atau perselisihan (Soeparmono, 2000: 16). 
Pengajuan permohonan gugatan oleh penggugat dilakukan baik secara 
tertulis di atas kertas bermeterai, maupun disampaikan secara lisan kepada 
Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pada waktu mengajukan surat gugatan, 
pihak penggugat diharuskan membayar sejumlah uang yang telah 
ditentukan kepada panitera Pengadilan Negeri untuk ongkos perkara yang 
bersangkutan, namun dapat juga dibebaskan jika penggugat tersebut tidak 
mampu membayar. (C.S.T. Kansil, 1986: 332) 
 
Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima surat gugatan dan 
menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa perkara. Majelis Hakim yang 
bersangkutan menentukan hari sidang dan memanggil secara patut para 
pihak yang bersengketa untuk memeriksa perkara. Apabila para pihak 
yang bersengketa telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir pada 
hari sidang yang telah ditentukan, maka akan berlaku acara istimewa. 
Apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan 
setelah dipanggil secara patut, maka majelis hakim dapat menjatuhkan 
putusan gugur. Apabila tergugat yang tidak hadir pada hari sidang yang 




Verstek adalah pernyataan, bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia 
menurut hukum acara harus datang. Verstek itu hanya dapat dinyatakan, 
jikalau tergugat tidak datang pada hari sidang yang pertama. 
(R.Soepomo,1989: 33) 
.  
Bila pada hari sidang yang pertama para pihak yang bersengketa 
hadir, maka Majelis hakim mewajibkan kepada para pihak yang 
bersengketa  untuk menempuh Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan. Apabila mediasi tersebut berhasil menyelesaikan 
sengketa para pihak, maka proses persidangan tidak dilanjutkan. Bila 
mediasi gagal menyelesaikan sengketa para pihak maka proses 
persidangan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 
 
Apabila Prosedur Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di 
Pengadilan gagal mencapai kesepakatan di antara para pihak yang 
bersengketa, maka proses persidangan dilanjutkan dengan proses jawab-
menjawab. Proses jawab-menjawab menurut Soeparmono terdiri dari 
(Soeparmono, 2000: 35): 
1. Jawaban tergugat yang dapat berupa jawaban yang tidak langsung pada 
pokok perkara (Eksepsi) 
2. Jawaban tergugat yang langsung pada pokok perkara (Verweer Ten 
Principale) 
3. Replik Penggugat. 
4. Duplik Tergugat 
 
Menurut Soeparmono, apabila tergugat mengajukan eksepsi dan 
jika eksepsi tergugat beralasan, maka eksepsi tersebut dinyatakan diterima, 
sehingga terdapat dasar-dasar gugatan yang tidak berdasarkan hukum 
(onrechtmatig) dan gugatan (pokok perkara) dinyatakan tidak dapat 
diterima ataupun karena pengadilan menyatakan dirinya tidak berwenang 
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mengadili perkara tersebut sehingga pokok perkara dalam gugatan tidak 
diperiksa (Soeparmono, 2000: 39). Apabila eksepsi ditolak majelis hakim, 
maka proses pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan mendengarkan 
jawaban gugatan oleh tergugat, replik penggugat (jawaban penggugat atas 
jawaban gugatan tergugat), duplik tergugat (jawaban tergugat atas jawaban 
penggugat). 
 
Setelah Proses jawab-menjawab tersebut selesai, maka acara 
selanjutnya adalah pembuktian. Acara pembuktian ini, dalam 
membuktikan dalil-dalil atau bukti-bukti yang diajukan para pihak yang 
bersengketa menggunakan acuan ketentuan Pasal 163 H.I.R. : Barang 
siapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan 
sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah 
hak orang laun, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau 
adanya kejadian itu. 
 
Tahap pembuktian ini memberikan kesempatan kepada para pihak 
untuk membuktikan pokok sengketa, hak, maupun peristiwa yang mereka 
dalilkan. Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 
tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan 
kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, dalil-dalil yang 
diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, dan fakta notoir (sesuatu yang 
diketahui oleh khalayak ramai) tidak perlu dibuktikan lagi (Retnowulan 
Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997: 59) 
 
Alat bukti yang dapat diajukan para pihak yang bersengketa 
menurut Pasal 164 H.I.R. adalah 
1. Bukti surat. 
2. Bukti saksi. 
3. Bukti persangkaan. 
4. Bukti pengakuan. 
5. Bukti sumpah. 
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Selain kelima alat bukti tersebut ada lagi yang penting sebagai alat bukti, 
yaitu: 
1. Pemeriksaan setempat yang diatur Pasal 153 H.I.R./180 R.Bg. 
2. Keterangan ahli (expert) yang diatur Pasal 154 H.I.R./181 R.Bg. 
 
Setelah para pihak yang bersengketa mengajukan bukti-bukti untuk 
menguatkan dalil-dalil mereka atau untuk membantah dalil-dalil lawan 
mereka, para pihak yang bersengketa dapat menyampaikan kesimpulan 
mereka masing-masing atas tahap pembuktian yang telah dilalui. Para 
pihak yang bersengketa tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan 
kesimpulannya.  
 
Hakim setelah menjalankan proses pemeriksaan persidangan 
menjatuhkan putusannya terhadap sengketa perdata itu. Putusan hakim 
pengadilan di bidang keperdataan menurut sifatnya dapat berupa 
(Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997: 109): 
1. Putusan Declaratoir, yaitu putusan yang bersifat hanya menerangkan, 
menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. 
2. Putusan Constitutif, yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan 
hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru. 
3. Putusan Condemnatoir, yaitu putusan yang berisi penghukuman. 
 
2. Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia saat ini masih belum 
terdapat suatu keseragaman. Meskipun telah diundangkan suatu Undang-
undang yang bersifat umum, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
Tantang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa, ternyata masih 
belum dapat diperoleh suatu keseragaman dalam pengaturan dan 
pengertian (Gunawan Widjaya, 2002 : 9). 
 
Pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa, termasuk di dalamnya 
Arbitrase telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang 
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mengaturnya secara umum, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbritrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa. Dalam Undang-Undang tersebut dapat kita menemukan ada 
enam tatacara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu : konsultasi, 
negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum, dan arbitrase. 
 
a) Konsultasi 
Tidak ada suatu rumusan maupun penjelasan yang diberikan 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai 
makna dari konsultasi. Istilah konsultasi dalam Bahasa Inggris disebut 
consultation. Black’s Law Dictionary mendevinisikan consultation 
sebagai berikut: 
 
 “Act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, 
client with lawyer. Deliberation of person on some subject. 
Aconference between the counsel engaged in a case to discuss 
its questions or arrange the method of conducting It”. (Henry 
Campbell Black, 1979: 286) 
 
Berdasarkan rumusan di atas Gunawan Widjaja menyimpulkan 
pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat 
personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan 
pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan 
pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan 
kebutuhan kliennya tersebut. Pendapat yang dimaksud di sini adalah 
pendapat hukum (Gunawan Widjaja, 2004: 86). Konsultan hanyalah 
memberikan pendapat (hukum) sesuai yang diminta kliennya. 
Keputusan mengenai penyelesaian persoalan hukum yang dialami 
klien tersebut ada di tangan klien itu sendiri. Konsultan hanya 





Ketentuan mengenai Negosiasi tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang 
Arbritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun tidak secara 
jelas. Pasal itu tidak menerangkan bahwa negosiasi adalah suatu 
kewajiban bagi para pihak yang bersengketa untuk melakukan 
pertemuan secara langsung maupun melalui perwakilan ataupun 
negosiasi tersebut tidak harus dilakukan oleh para pihak yang 
bersengketa.  
 
Istilah negosiasi dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai 
negotiation. Black’s Law Dictionary mendevinisikan negotiation 
adalah process of submission and consideration of offers until 
acceptable offer is made and accepted (Henry Campbell Black, 1979: 
934).  
 
Negosiasi merupakan proses konsensus yang digunakan para 
pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka. Teknik 
negosiasi yang dikenal masyarakat, antara lain (H. Sudiarto dan Zaenal 
Asyhadie, 2004 : 12):  
 
(1) Teknik negosiasi kompetitif (bersifat alot) 
Unsur-unsur teknik negosiasi ini antara lain : 
a) Mengajukan permintaan awal yang tinggi di awal negosiasi, 
b) Menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi 
dilangsungkan (maintaining high level of demands), 
c) Konsesi yang diberikan sangat langka atau terbatas, 
d) Secara psikologis, perunding yang menggunakan teknik ini 
menganggap perunding lain sebagai musuh atau lawan, 
e) Menggunakan cara-cara yang berlebihan dan melemparkan 
tuduhan-tuduhan dengan maksud tujuan menciptakan 
ketegangan dan tekanan terhadap pihak lawan, 
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f) Para pihak yang berunding tidak memiliki data-data yang baik 
dan akurat. 
 
(2) Teknik negosiasi kooperatif 
Teknik negosiasi kooperatif menganggap pihak negosiator 
lawan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra kerja untuk 
mencari commond gound. Para pihak berkomunikasi untuk 
menjajagi kepentingan, nilai-nilai bersama, dan bekerja sama. Hal 
yang dituju oleh seorang negosiator adalah penyelesaian sengketa 
yang adil berdasarkan analisa objektif dan atas fakta hukum yang 
jelas. 
 
(3) Teknik negosiasi lunak dan keras 
Teknik negosiasi lunak menempatkan pentingnya 
hubungan baik antara para pihak. Teknik ini menekankan pada 
corak negosiasi yang mengandung resiko lahirnya kesepakatan 
yang bersifat semu dan melahirkan pola “menang-menang”. 
Penggunaan teknik ini mengandung resiko manakala perunding 
lunak berhadapan dengan  seseorang yang menggunakan teknik 
keras. Perunding keras dalam menghadapi perunding lunak bersifat 
sangat dominan. Perunding keras di satu pihak akan memberikan 
konsesi dan menggunakan ancaman. Di pihak lain perunding lunak 
akan memberikan konsesi untuk sekadar mencegah konfrontasi dan 
bersikeras untuk mencapai kesepakatan. Proses negosiasi seperti 
ini akan menguntungkan pihak perunding yang bersifat keras serta 
menghasilkan kesepakatan yang berpola “menang-kalah”. 
 
(4) Teknik negosiasi inter based 
Teknik ini menawarkan jalan tengah yang ditawarkan atas 
pertentangan teknik keras lunak. Teknik ini dipilih karena 
pemilihan teknik keras berpotensi menemui kebuntuan (dead lock) 
dalam negosiasi, terlebih apabila bertemu dengan sesama 
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perunding keras. Komponen dasar teknik negosiasi ini adalah 
sebagai berikut. 
 
a) Komponen orang, yang dibagi lagi menjadi : 
i) Pisahkan orang dengan masalah, 
ii) Konsentrasi serangan pada masalahnya dan orangnya, 
iii) Para pihak harus menempatkan diri sebagai mitra kerja. 
b) Komponen Interest (kepentingan) yang memfokuskan pada 
kepentingan mempertahankan posisi. 
c) Komponen Option yang bermaksud : 
i) Memperbesar bagian sebelum dibagi dengan 
memperbanyak pilihan-pilihan kesepakatan bersama, 
ii) Jangan terpaku pada satu jawaban, 
iii) Menghindari pola pikir bahwa pemecahan problem mereka 
adalah urusan mereka. 
d) Komponen kriteria yang mencakup : 
i) Kesepakatan kriteria, standar objektif, dan independensi 
pemecahan masalah, 
ii) Bernilai pasar, 
iii) Presedent, 
iv) Scientific judgment, 
v) Standar profesi, 
vi) Kebiasaan dalam masyarakat. 
 
Gunawan Widjaja mengutip pendapat Mark E. Roskowski, 
mendevinisikan Negosiasi sebagai berikut : negotiation is a process by 
which two parties, with differing demands reach an agreement 
generally through compromise and concession. Gunawan Widjaja 
menyimpulkan bahwa melalui negosiasi bagi para pihak yang 
bersengketa atau berselisih paham dapat melakukan suatu proses 
penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan atau 
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melalui suatu situasi yang sama-sama menguntungkan (“win-win”), 
dengan melepaskan atau memberikan kelongaran (concession) atas 




Ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat 
(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 
Tentang Arbritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan 
suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan atas gagalnya proses 
negosiasi. Menurut pasal tersebut, dikatakan bahwa atas kesepakatan 
tertulis para pihak yang bersengketa, sengketa diselesaikan melalui 
bantuan seorang atau lebih dari seorang penasehat ahli atau mediator. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang 
Arbritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberi 
rumusan mengenai mediator maupun mediasi. 
 
Black’s Law Dictionary mendevinisikan mediasi sebagai: 
intervention; interposition; the act of a trird person in intermediating 
between two contendig partis with a view to persuading them to adjust 
or settle their dispute. Settlement of dispute by action or intermediary 
(neutral party). ( Henry Campbell Black, 1979: 885) 
 
 Gunawan Widjaja mengutip pengertian mediasi dalam Buku 
Business Law, Principles, Cases and Policy karya mark E. Roszkowski 
bahwa : 
Mediation is a relatively informal process in which a neutral 
third party, the mediator, helps to resolve a dispute. A 
mandatory generally has no power to impose a resolution. In 
many respect, therefore, mediator can be considered as 
structured negotiation in which the mediator facilitates the 




Begitu pula dengan ketentuan yang diatur dalam WIPO 
Mediation Rules (effective from October 1, 1994) yang dikutip 
Gunawan Widjaja (Gunawan Widjaja, 2004: 91) mendevinisikan 
bahwa : 
Mediation Agreement means an agreement by the parties to 
submit to mediation all or certain disputes which have arisen 
or which may arise between them; a Mediation Agreement 
may be in the form of a mediation clause in a contract or in 
the form of a separate contract. 
The mediation shall be conducted in the manner agreed by 
the parties. If, and to the extent that, the parties have not 
made such agreement, the mediator shall, in accordance with 
the Rules, determine the manner in which the mediation shall 
be conducted. Each party shall cooperate in good faith with 
the mediator to advance the mediation as axpeditiously as 
possible.  
 
Berdasarkan uraian di atas, Gunawan Widjaja menyimpulkan 
bahwa mediasi melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan 
maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral 
dan tidak memihak, yang berfungsi sebagai mediator yang ditunjuk 
oleh para pihak ( secara langsung maupun melalui lembaga mediasi). 
Mediator berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan 
pada kehendak dan kemauan para pihak. (Gunawan Widjaja, 2004: 91) 
 
"Mediation" means the intervention into a dispute by a third 
party who has no decision-making authority, is impartial to the issues 
being discussed, assists the parties in defining the issues in dispute, 
facilitates communication between the parties and assists the parties in 
reaching resolution. The agreement reached by the parties shall be 
based on the decisions of the parties and not on the decisions of the 
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mediator (Kansas Judicial Branch. 2004. Kansas Judicial Branch 
Rules Adopted by the Supreme Court 
Rules Relating to Mediation. http://www.kscourts.org/adr/. Diakses 
pada tanggal  18 September 2007 pukul 11.00). Menurut artikel itu, 
mediasi berarti turut campur tangan pihak ketiga ke dalam sengketa, di 
mana pihak ketiga tersebut tidak memiliki kewenangan mengambil 
keputusan, tidak memihak dalam perundingan, membantu 
merumuskan permasalahan dalam sengketa , membantu para pihak 
yang bersengketa untuk berkomunikasi, dan membantu mencapai 
penyelesaian sengketa. Kesepakatan yang tercapai adalah berdasarkan 
keputusan para pihak yang bersengketa dan tidak berdasarkan 
keputusan mediator. 
 
Nolan Haley seperti dikutip Suyud Margono mendevinisikan 
mediasi  sebagai berikut:  
“A sort term structured task oriented, partipatory inventention 
process. Disputes parties work with a neutral trid party, the 
mediator, to reach a mutually acceptable agreement” ( Suyud 
Margono, 2004: 59) 
 
Begitu pula Kovach yang dikutip Suyud Margono 
mendevinisikan mediasi sebagai : 
“facilitated negotiation. It process by which a neutral thrid 
party, the mediator, assist disputing parties in reaching a 
mutually satisfaction solution” (Suyud Margono, 2004: 59) 
 
Berdasarkan rumusan di atas, Suyud Margono menarik 
kesimpulan bahwa mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 
(Suyud Margono, 2004: 59) 




2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa 
dalam perundingan. 
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk 
mencari penyelesaian. 
4. mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan 
selama perundingan berlangsung. 
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan 
kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yng bersengketa guna 
mengakhiri sengketa. 
 
Menurut Raiffa seperti dikutip Suyud Margono (Suyud 
Margono, 2004: 60), mediator memiliki sisi peran terlemah dan sisi 
peran yang terkuat. Sisi peran terlemah mediator adalah apabila 
mediator hanya melaksanakan peran sebagai berikut. 
1. Penyelenggara pertemuan. 
2. Pemimpin diskusi netral. 
3. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses 
perundingan berlangsung secara beradab. 
4. Pengendali emosi para pihak. 
5. Pendorong pihak perunding yang kurang mampu atau segan 
mengemukakan pandangannya. 
 
Sisi peran kuat mediator adalah bila dalam perundingan, 
mediator melakukan hal-hal berkut. 
1. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan. 
2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak. 
3. Membantu pera pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan 
sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan. 
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah. 




Menurut H. Sudiarto dan Zaenal Asyhadie, mediasi adalah 
proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar tidak 
memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang 
bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan 
memuaskan (H. Sudiarto dan Zaenal Asyhadie, 2004 : 16). Pihak 
ketiga yang disebut mediator berfungsi untuk membantu para pihak 
yang berselisih untuk menyediakan fasilitas bagi pihak-pihak dalam 
mediasi untuk mencapai kesepakatan. Penunjukkan pihak ketiga 
sebagai mediator ini dapat terjadi karena : 
(1) Kehendak sendiri (mencalonkan diri), 
(2) Ditunjuk oleh penguasa, 
(3) Diminta oleh kedua belah pihak. 
 
Menurut H. Sudiarto dan Zaenal Asyhadie bahwa rumusan-
rumusan mengenai mediasi sangat banyak variasinya, namun dapat 
ditarik unsur-unsur sebagai berikut (H. Sudiarto dan Zaenal Asyhadie, 
2004 : 17)  : 
(1) Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan 
perundingan. 
(2) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa 
dalam perundingan. 
(3) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk 
mencari penyelesaian. 
(4) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan 
selama perundingan berlangsung. 
(5) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan 
kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa 
untuk mengakihiri sengketa. 
 
Penyelesaian sengketa melalui mediasi banyak menarik 
perhatian masyarakat untuk dipergunakan karena (H. Sudiarto dan 
Zaenal Asyhadie, 2004 : 18) :  
  
27 
(1) Proses penyelesaian sengketa relatif cepat (quick). 
Penyelesaian sengketa melalui mediasi rata-rata hanya 
membutuhkan waktu satu atau dua bulan. Hanya dibutuhkan satu, 
dua atau paling banyak tiga kali pertemuan sudah dapat 
dikompromikan tentang cara penyelesaianya. 
(2) Biaya murah (inexpensive). 
Murah karena penyelesaiannya cepat dan mediator hanya 
memberikan nasihat. 
(3) Bersifat rahasia (confidential). 
Salah satu asas ketertiban umum yang harus ditegakkan oleh 
mediator adalah tidak terbuka untuk umum, bersifat rahasia, dan 
tidak dipublikasikan. 
(4) Penyelesaiannya bersifat fair melalui kompromi. 
Hal tersebut dikarenakan penyelesaiannya dilakukan dengan cara : 
a) Informal, yaitu penyelesaiannya tidak berdasar ketentuan-
ketentuan acara yang kaku dan memaksa. 
b) Fleksibel, yaitu tidak terikat oleh ketentuan hukum yang kaku. 
c) Memberikan kebebasan penuh kepada para pihak yang 
berselisih untuk mengajukan proposal penyelesaian yang 
dikehendaki, namun harus juga bisa menerima proposal pihak 
lain. 
(3) Hubungan kooperatif. 
Penyelesaian melalui mediasi akan memperbaiki dan sekaligus 
mempererat hubungan kedua belah pihak. 
(4) Sama-sama menang. 
Karena penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara mediasi atas 
dasar kerjasama para pihak yang bersengketa dengan wujud 
kompromi dan saling memberi dan menerima. 
(5) Tidak emosional. 
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Penyelesaian sengketa dilakukan dengan kerjasama berdasar asas 
kekeluargaan, para pihak tidak bersikeras dengan kemauannya 
sendiri. 
 
Menurut H. Sudiarto dan Zaenal Asyhadie tidak semua 
sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, akan tetapi hanya 
sengketa yang memenuhi persyaratan tertentu (H. Sudiarto dan Zaenal 
Asyhadie, 2004 : 20): 
(1) Para pihak mempunyai kekuatan tawar-menawar yang sebanding, 
(2) Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan masa depan, 
(3) Terdapat banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya 
pertukaran, 
(4) Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikannya, 
(5) Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan 
mendalam, 
(6) Apabila para pihak memiliki pendukung atau pengikut, mereka 
tidak mempunyai banyak pengharapan, tetapi dapat dikendalikan, 
(7) Menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih 
penting daripada penyelesaian persoalan yang lebih mendesak, 
(8) Bila para pihak dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan 
pelaku lainnya, seperi para pengacara dan penjamin tidak akan 
diperlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi. 
 
Menurut Suyud Margono mengutip pendapat Fuller dalam 
buku karangan Leonard L. Riskin, dan James E. Westbrook , 
menyebutkan 7 fungsi mediator, yakni sebagai catalyst, educator, 
translator, resource person, bearer of bad news, agent of reality, dan 
scapegoat. (Suyud Margono, 2004: 60) 
(1) Sebagai “katalisator”, yaitu bahwa kehadiran mediator dalam 




(2) Sebagai “pendidik”, berarti harus berusaha memehami aspirasi, 
prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para 
pihak. Oleh sebab itu ia harus melibatkan diri dalam dinamika 
perbedaan di antara para pihak. 
(3) Sebagai “penerjemah”, yaitu mediator harus berusaha merumuskan 
dan menyampaikan usulan pihak satu kepada pihak yang lainnya 
melalui bahasa dan ungkapan yang baik tanpa mengurangi sasaran 
yang ingin dicapai pengusul. 
(4) Sebagai “nara sumber”, berarti mediator harus mendayagunakan 
segala sumber-sumber informasi yang tersedia. 
(5) Sebagai “penyandang berita jelek”, berarti mediator harus 
menyadari para pihak yang dalam proses perundingan dapat 
bersikap emosional. Untuk itu adalah perlunya diadakan kaukus. 
(6) Sebagai “agen realitas”, berarti mediator harus berusaha memberi 
pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya 
tidak mungkin atau tidak masuk akal tercapai melalui perundingan. 
(7) Sebagai “kambing hitam”, berarti seorang mediator harus siap 
disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil 
perundingan. 
“The key to the mediation process is that the parties are 
communicating and making their own decisions. When working 
through mediation rather than relying on a court to make a decision, it 
is more likely to satisfy everyone concerned” (Oregon State Bar. 2002. 
Mediation. http://www.Ojd.State.Or.Us/Bak/Index.Shtml. Diakses 
pada tanggal 18 September 2007 pukul 11.25 WIB). Dari artikel 
tersebut menyatakan bahwa kunci keberhasilan dari sebuah proses 
mediasi adalah para pihak yang bersengketa harus saling 
berkomunikasi satu sama lain dan membuat kesepakatan mereka 
sendiri, sehingga dengan kesepakatan tersebut mereka akan saling 




Mengenai konsiliasi Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbritrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa tidak memberikan rumusan yang eksplisit mengenainya. 
Namun demikian istilah konsiliasi sebagai salah satu lembaga 
alternatif penyelesaian sengketa kita temui dalam ketentuan Pasal 1 
angka 10 dan alenia ke-9 Ketentuan Umum Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbritrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa tersebut. 
 
Menurut H. Sudiarto dan Zaenal Asyhadie, Konsiliasi adalah 
suatu penyelesaian di mana para pihak berupaya aktif mencari 
penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga. Konsiliasi diperlukan 
apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan 
sendiri perselisihannya. Hal ini menyebabkan istilah konsiliasi 
kerapkali diartikan sama dengan mediasi, padahal penyelesaian 
sengketa dengan konsiliasi lebih mengacu kepada cara penyelesaian 
sengketa melalui konsensus antara para pihak, sedangkan pihak ketiga 
hanya bertindak netral baik berperan aktif maupun tidak aktif (H. 
Sudiarto dan Zaenal Asyhadie, 2004: 11). 
 
Konsiliasi bila diterjemahkan dalam bahasa Inggris berarti 
conciliation. Menurut Black’s Law Dictionary, conciliation diartikan 
The adjustment and settlement of dispute in a friendly, unantagonistic 
manner. Used incourts before trial witth aview toward avoiding trial 
and in labor disputes before arbitration (Henry Campbell Black, 1979: 
262) 
 
Berdasarkan devinisi-devinisi konsiliasi di atas, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa konsiliasi adalah suatu penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan dengan dibantu pihak ketiga, dimana  
titikberat penyelesaian sengketa ada pada konsensus atau kesepakatan 
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para pihak yang bersengketa, pihak ketiga (konsiliator) hanya 
menyelenggarakan pertemuan para pihak yang bersengketa, dan dapat 
berperan aktif atau tidak aktif. Konsiliator dapat mengusulkan jalan 
penyelesaian sengketa kepada para pihak yang bersengketa bila para 
pihak yang bersengketa sudah tidak mampu mencari jalan 
penyelesaian. Menerima atau menolak usulan tersebut didasarkan pada 
kesepakatan (konsensus) para pihak yang bersengketa.  
  
e) Pemberian Pendapat Hukum 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 
Tentang Arbritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenal 
istilah pendapat ahli sebagai bagian dari alternative penyelesaian 
sengketa. Arbitrase dalam bentuk kelembagaan, tidak hanya bertugas 
untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun 
sengketa yang terjadi antara para pihak dalam suatu perjanjian pokok, 
melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau 
pendapat hukum atas peemintaan dari setiap pihak yang 
memerlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian saja. 
 
f) Arbitrase 
Berdasarkan devinisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 1 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase adalah cara 
penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan 
pada perjanjian arbitrase yang telah dibuat oleh para pihak dalam 
perjanjian pokok untuk mengantisipasi adanya perbedaan pendapat 
atau sengketa. Ada tiga hal penting yang dikemukakan mengenai 
arbitrase dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 
1999 Tentang Arbritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu : 
arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian, perjanjian arbitrase 
harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan perjanjian arbitrase merupakan 
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perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar 
peradilan umum. 
 
Menurut H. Sudiarto dan Zaenal Asyhadie, Arbitrase 
merupakan bentuk lain dari ajudikasi privat, namun mirip dengan 
ajudikasi publik dan sama-sama memiliki beberapa keuntungan dan 
kelemahan. Arbitrase melibatkan litigasi sengketa pribadi yang 
membedakan dengan litigasi melalui pengadilan. Penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase umumnya dipilih untuk sengketa 
kontraktual yang digolongkan menjadi tiga golongan: 
(1) Quality Arbitration, yang menyangkut masalah kontraktual 
(quistion of fact) yang dengan sendirinya memerlukan para 
arbitrator dengan kualifikasi teknis tinggi. 
(2) Technical Arbitration, yang tidak menyangkut persoalan faktual 
sebagaimana halnya dengan masalah yang timbul dalam 
penyusunan dokumen (construction of document) atau aplikasi 
ketentuan-ketentuan kontrak. 
(3) Mixel Arbitration, sengketa baik mengenai permasalahan faktual 
maupun hukum (quistion of fact and law) (H. Sudiarto dan Zaenal 
Asyhadie, 2004 : 20-21) 
 
3. Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Dalam 
Menyelesaikan Sengketa Perdata di Pengadilan 
 
Pada tanggal 11 September 2003 yang lalu Mahkamah Agung 
telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ini dirancang oleh Mahkamah 
Agung dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT), yaitu 
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organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang transformasi dan 
manajemen konflik. Sejauh ini IICT telah memberikan sumbangsih atas 
penyelenggaraan penyelesaian sengketa secara efektif melalui upaya untuk 
mengembangkan pola-pola resolusi konflik untuk membangun masyarakat 
yang demokratis, harmonis, menghargai kemajemukan dan kesetaraan 
serta mengembangkan pola-pola penyelesaian sengketa yang 
mencerminkan keadilan prosedural dan subtansial (Siti Megadianty Adam 
dan Clarita Degrantini. 2003. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian 
Sengketa.  http://www.pemantauperadilan.com/alur. Diakses pada tanggal 
10 Mei 2007 pukul 11.20WIB). Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
bahwa Pengadilan Negeri adalah bawahan Mahkamah Agung, maka 
Pengadilan Negeri juga tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan. 
 
Ada banyak teori mengenai mediasi, tapi secara umum mediasi 
sebenarnya merupakan salah satu bentuk khusus proses alternatif dispute 
resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa. Digunakannya 
istilah alternatif penyelesaian sengketa ini dikarenakan mediasi merupakan 
salah satu alternatif penyelesaian sengketa di samping pengadilan, di mana 
mediasi ini tidak bersifat memutus, cepat, murah dan memberikan akses 
kepada para pihak yang bersengketa memperoleh keadilan atau 
penyelesaian yang memuaskan. Dalam proses mediasi ini juga dibantu 
oleh pihak ketiga yang netral (mediator) yang dipilih oleh para pihak. 
 
Ada 2 jenis mediasi, yaitu di luar dan di dalam pengadilan. 
Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang 
Prosedur Mediasi Di Pengadilan ini, namun ada juga mediasi di luar 
pengadilan. Mediasi di luar pengadilan di Indonesia terdapat dalam 
beberapa Undang-undang (UU) yang sudah dimuat, seperti UU tentang 
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Lingkungan, UU tentang Kehutanan, UU tentang Ketenagakerjaan dan 
UU tentang Perlindungan Konsumen. (Siti Megadianty Adam dan Clarita 
Degrantini. 2003. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.  
http://www.pemantauperadilan.com/alur. Diakses pada tanggal 10 Mei 
2007 pukul 11.20WIB) 
 
Latar belakang lahirnya Perma ini yang pertama adalah sebagai 
salah satu upaya untuk membantu lembaga pengadilan dalam rangka 
mengurangi beban penumpukan perkara. Kedua, adanya kesadaran akan 
pentingnya sistem hukum di Indonesia untuk menyediakan akses seluas 
mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa 
keadilan (Menimbang huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di 
Pengadilan). Ketiga, proses mediasi sering diasumsikan sebagai proses 
yang lebih efisien dan tidak memakan waktu dibandingkan proses 
pengadilan. 
 
Hakim memegang kekuasaan tertinggi dalam persidangan. 
Sedangkan dalam mediasi, kekuasaan tertinggi ada di para pihak masing-
masing yang bersengketa. Mediator sebagai pihak ketiga yang dianggap 
netral hanya membantu atau memfasilitasi jalannya proses mediasi saja. 
Hasil dari proses persidangan adalah putusan hakim. Sedangkan proses 
mediasi menghasilkan suatu kesepakatan antara para pihak.(mutually 
acceptable solution). Kesepakatan para pihak ini lebih kuat sifatnya 
dibandingkan putusan pengadilan, karena merupakan hasil dari 
kesepakatan para pihak. Artinya kesepakatan itu adalah hasil kompromi 
atau jalan yang telah mereka pilih untuk disepakati demi kepentingan-
kepentingan mereka. Sedangkan kalau dalam putusan pengadilan itu kan 
ada pihak lain yang memutuskan, yaitu hakim. Dengan kata lain putusan 
pengadilan itu bukan hasil kesepakatan para pihak. (Siti Megadianty 
Adam dan Clarita Degrantini. 2003. Mediasi Sebagai Alternatif 
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Penyelesaian Sengketa.  http://www.pemantauperadilan.com/alur. Diakses 
pada tanggal 10 Mei 2007 pukul 11.20WIB) 
 
Sifat mediasi di pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di 
Pengadilan adalah wajib. Mediasi di pengadilan sebenarnya dibentuk 
untuk memberdayakan pasal 130 HIR dan 154 RBg (Menimbang huruf d 
dan e Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 
2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan). Dalam Pasal 130 HIR 
dan 154 RBg tersebut dikatakan bahwa “pada hari yang ditentukan, jika 
kedua belah pihak menghadap ke pengadilan dengan perantara keduanya 
maka hakim mencoba mendamaikan,” artinya ketua majelis wajib 
mencoba mendamaikan para pihak. Kalau misalnya hakim atau ketua 
majelis tidak menawarkan perdamaian maka itu batal demi hukum. Salah 
satu bentuk usaha untuk mendamaikan tersebut adalah melalui proses 
mediasi. Oleh karena itu mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di 
Pengadilan ini bersifat wajib. 
 
Mediasi di Pengadilan dilaksanakan berdasarkan Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang 
Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dalam Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di 
Pengadilan tersebut dijelaskan bahwa terdapat  tahap Pra Mediasi sebelum 
dilakukannya Tahap Mediasi. Tahap Pra Mediasi dijabarkan dalam Pasal 3 
sampai dengan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahap Pra 
Mediasi adalah sebagai berikut : 
1. Pada hari sidang pertama, Majelis Hakim mewajibkan para pihak yang 
berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi. 
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2. Proses persidangan perkara akan ditunda oleh Majelis Hakim untuk 
memberi waktu bermediasi. 
3. Majelis hakim terlebih dahulu akan memberikan penjelasan tentang 
mediasi dan biayanya kepada para pihak. Apabila menggunakan 
mediator dari luar daftar yang dimiliki Pengadilan, maka para pihak 
akan menanggung sendiri biayanya, sedangkan bila menggunakan 
mediator dari dalam pengadilan, maka tidak dikenakan biaya. 
4. Para pihak atau kuasa hukumnya wajib berunding untuk memilih 
mediator bagi perkara mereka (maksimal 1 hari kerja). 
5. Bila belum ditentukan juga, maka para pihak wajib memilih mediator 
yang disediakan oleh pengadilan tingkat pertama (maksimal 1 hari 
kerja). 
6. Apabila masih belum memilih, ketua Majelis Hakim berwenang 
menunjuk mediator dari dalam daftar mediator pengadilan dengan 
penetapan. 
7. Jika mediasi tersebut menggunakan mediator dari luar daftar 
pengadilan, waktu maksimalnya adalah 30 hari kerja, dan bila 
menggunakan mediator dari dalam daftar mediator pengadilan, maka 
waktu maksimalnya adalah 22 hari kerja. 
8. Para pihak wajib menghadap kembali pada majelis hakim setelah 30 
hari kerja tersebut. 
9. Apabila telah tercapai kesepakatan di antara para pihak, maka 
kesepakatan tersebut dapat dimintakan penetapan dengan suatu akta 
perdamaian kepada Majelis Hakim. 
10. Apabila dengan kesapakatan tersebut, para pihak tidak meminta 
penetapan, maka pihak penggugat wajib mencabut gugatannya. 
 
Proses mediasi itu awalnya sama seperti orang berperkara biasa, 
dimana penggugat mendaftarkan perkaranya. Kemudian pada hari sidang 
pertama hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 
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Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ini juga memberikan beberapa 
pilihan. Artinya  mediator itu tidak harus hakim, tapi juga bisa non hakim, 
dan tidak harus di pengadilan,  namun bisa juga di luar pengadilan. 
Kewajiban bagi hakim dengan sedemikian rupa mencoba mendamaikan 
mereka melalui mediasi. Alternatifnya, ada para pihak yang tetap tidak 
mau damai/mediasi karena sudah terlanjur benci atau ada perasaan negatif 
dengan institusi pengadilan, jika proses mediasinya dilaksanakan di dalam 
pengadilan. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan mengatur 
bahwa mediasi bisa dilaksanakan di dalam dan di luar pengadilan. Jika 
proses mediasi dilaksanakan di dalam pengadilan maka pelaksanaannya 
gratis karena memakai fasilitas pengadilan. Tetapi jika proses mediasi 
dilaksanakan di luar pengadilan, maka para pihak harus bersepakat 
mengenai tempat, biaya dan sebagainya yang diperlukan. Oleh sebab itu 
mereka boleh melakukan proses mediasi di luar pengadilan, tapi mereka 
terlebih dahulu sudah meregister seperti halnya dalam meregister perkara 
biasa. Kemudian hakim membuka sidang dan menawarkan serta 
mengupayakan perdamaian atau mediasi. 
 
Penawaran mediasi dilakukan pada saat sidang yang pertama. Hal 
itu telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Para 
pihak harus menempuh prosedur mediasi, tentunya ada waktu-waktu  
pelaksanaannya yang sudah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di 
Pengadilan. Misalnya memilih mediator di luar lingkungan pengadilan 
paling lama waktunya itu satu bulan (30 hari), dan kalau memilih mediator 
dari dalam daftar pengadilan itu 22 hari. 
 
Pada hari sidang yang pertama, Majelis Hakim mengupayakan 
perdamaian terlebih dahulu, yaitu dengan mewajibkan para pihak untuk 
menempuh mediasi. Para pihak diberi jangka waktu satu hari untuk 
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memilih mau melaksanakan proses mediasi dimana (di luar atau di dalam 
pengadilan). Kalau misalnya tidak bisa juga atau mereka tidak mengambil 
keputusan akan hal itu maka hakim yang akan memutuskan dimana proses 
mediasi akan dilakasanakan. Kalau proses mediasi dilaksanakan di dalam 
lingkungan pengadilan, maka para pihak boleh memilih hakim-hakim 
dalam daftar mediator yang akan menjadi mediatornya. 
 
Mediasi itu sebenarnya bagian dari alternatif penyelesaian 
sengketa. Tapi yang kita bicarakan disini adalah mediasi yang kita sebut 
court connected mediation artinya mediasi di dalam ruang lingkup 
pengadilan. Namun karena dia adalah pemberdayaan dari Pasal 130 HIR 
maka mediasi menjadi wajib sifatnya. Tapi pengertian mediasi secara 
umum memang seperti yang saya katakan, yaitu mediasi di dalam perma 
(Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan) itu memang sifatnya 
mandatory, tapi nature dari mediasi sendiri itu adalah voluntary atau 
sukarela. (Siti Megadianty Adam dan Clarita Degrantini. 2003. Mediasi 
Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.  
http://www.pemantauperadilan.com/alur. Diakses pada tanggal 10 Mei 
2007 pukul 11.20WIB) 
 
Sebagai permulaan suatu proses mediasi di pengadilan, para pihak 
dalam hal ini penggugatnya harus mengajukan gugatan, pendaftaran 
perkara, kemudian ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim. 
Pada hari pertama sidang Majelis Hakim kepada para pihak untuk 
menempuh mediasi. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan 
menententukan bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara itu tidak 
diperbolehkan untuk menjadi mediator dari perkara yang diperiksanya. 
Ketentuan ini untuk menjaga kenetralan dari mediator dan Hakim itu 
sendiri dalam menangani perkara yang menjadi tanggungjawabnya ( Pasal 
1 angka (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 
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Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang 
Prosedur Mediasi Di Pengadilan mengklasifikasikan mediator dalam dua 
kategori, yaitu: mediator hakim dan non hakim yang akan melewati 
pelatihan khusus mediator. 
 
Selain Tahap Pra Mediasi yang telah dipaparkan di atas, Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang 
Prosedur Mediasi Di Pengadilan  juga mengatur adanya Tahap Mediasi. 
Tahap Mediasi ini diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang 
Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Adapun tahap-tahap Mediasi adalah 
sebagai berikut: 
1. Dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah pemilihan atau 
penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi 
dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang 
diperlukan, dan hal-hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator 
dan para pihak. 
2. Mediator menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses 
mediasi.  
3. Dalam proses mediasi para pihak dapat didampingi oleh kuasa 
hukumnya.  
4. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.  
5. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali 
kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang 
terbaik bagi para pihak.  
6. Proses mediasi berlangsung paling lama dua puluh dua hari kerja sejak 
pemilihan atau penetapan penunjukan mediator, baik dengan hasil 
akhir tercapainya kesepakatan atau ketidaksepakatan. 
7. Mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang 
tertentu atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum untuk 
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memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para 
pihak dalam penyelesaian perbedaan, di mana biaya atasnya 
ditanggung para pihak berdasarkan kesepakatan. 
8. Mediator membantu merumuskan secara tertulis kesepakatan yang 
dicapai dan ditandatangani oleh para pihak, jika mediasi menghasilkan 
kesepakatan. 
9. Kesepakatan para pihak wajib memuat klausula pencabutan perkara 
atau pernyataan perkara telah selesai. 
10. Mediator wajib memeriksa materi kesepakatan, sebelum ditandatangai 
oleh para pihak untuk menghindari adanya kesepakatan yang 
bertentangan dengan hukum.  
11. Apabila kesepakatan telah tercapai, para pihak wajib menghadap 
kembali pada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk 
memberitahukan telah dicapainya kesepakatan dan Hakim dapat 
mengukuhkan kesepakatan sebagai suatu akta perdamaian.  
12. Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan sampai akhir batas 
waktunya, maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa 
proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada 
hakim. 
13. Setelah merima pemberitahuan itu, Hakim melanjutkan pemeriksaan 
perkara sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku.  
14. Pada asasnya mediasi ini tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali 
para pihak menghendaki lain. 
 
Proses penyelesaian melalui mediasi diawali dengan mediator 
mengadakan pertemuan dengan para pihak secara terpisah-pisah/kaukus 
sebelum pertemuan lengkap diselenggarakan untuk mengetahui informasi 
apa saja yang boleh dan tidak boleh diungkap dalam pertemuan lengkap. 
Artinya pada tahap ini sudah ada peringatan dari mediator. Misalnya 
seperti larangan  menyerang pihak lawan dengan bahasa yang memang 
tidak enak didengar. Kemudian mediator dapat mempengaruhi apa yang 
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disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lawannya dengan cara 
memodifikasi pesan dalam bahasa yang dapat diterima dan dipahami oleh 
kedua belah pihak. Terkadang kita berbicara sesuatu tapi belum tentu 
lawan bicara kita menangkap apa yang kita maksudkan. Mediator bisa 
membatasi atau menginterupsi salah satu pihak kalau misalnya yang 
dibicarakan itu menyangkut hal yang sensitif bagi pihak lain. Sebelum 
melakukan proses mediasi, para pihak sudah harus memasukkan data 
tentang persengketaan. Data ini sebenarnya cukup melalui pengumpulan 
data, dan hasilnya dianalisis untuk kemudian disusun rencana atau strategi 
mediasi. (Siti Megadianty Adam dan Clarita Degrantini. 2003. Mediasi 
Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.  
http://www.pemantauperadilan.com/alur. Diakses pada tanggal 10 Mei 
2007 pukul 11.20WIB) 
 
Setelah pemilihan penunjukan mediator, para pihak wajib 
menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi 
surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang terkait dengan sengketa 
kepada mediator dan para pihak. Semua hal itu  harus diungkapkan dalam 
proses mediasi untuk memudahkan para pihak. Namun dalam proses 
mediasi, dimungkinkan pemanggilan saksi ahli atas persetujuan para 
pihak, untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan yang dapat 
membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Semua biaya 
jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Namun 
apabila proses mediasi tersebut tidak berhasil dan para pihak ternyata 
melanjutkan perselisihan tersebut ke pengadilan, maka sebaiknya dipakai 
saksi ahli yang lain, kecuali orang yang ahli di bidang itu hanya sedikit 
atau hanya satu orang. Saksi ahli itu dipanggil untuk penyelesaian 
perbedaan sesuai dengan ilmu dan keahliannya. Apa yang dia ungkapkan 
pada proses mediasi maupun pengadilan itu sifatnya bukan untuk 
memihak salah satu pihak melainkan berbicara mengenai fakta 
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sebenarnya. Fungsi mediator disini hanya mengarahkan saja. Perlu 
tidaknya keterangan saksi ahli tergantung para pihak. 
 
Pasal 9 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan  
menyatakan bahwa mediator wajib mendorong para pihak untuk 
menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai 
pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Tahap ini kurang lebih 
merupakan tahap pembuktian apabila di sidang pengadilan. Untuk 
memperoleh data-data yang belum terungkap, maka keahlian dari si 
mediator sangat diperlukan. Jadi si mediator harus mencoba untuk 
menggali kepentingan-kepentingan dan mencoba supaya para pihak bisa  
mengerti dan kemudian menyusun penyelesaiannya. Mediator harus 
mencoba menjadi activism (pengerak), menjadi fasilitator dan mempunyai  
communication skill (kemampuan berkomunikasi) sebab proses mediasi 
ini dikontrol oleh para pihak. Jika dalam proses mediasi salah satu pihak 
merasakan bahwa mediator sudah tidak netral, di tengah mediasi tersebut 
salah satu pihak tersebut dapat menyatakan ketidaksetujuannya dengan 
proses mediasi tersebut karena mediator sudah tidak netral dan memihak 
salah satu pihak, serta meminta mediator untuk diganti atau menganggap 
mediasi gagal (Siti Megadianty Adam dan Clarita Degrantini. 2003. 
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.  
http://www.pemantauperadilan.com/alur. Diakses pada tanggal 10 Mei 
2007 pukul 11.20WIB). Mediator harus berhati-hati juga dalam 
mengemukakan atau menggali kepentingan-kepentingan yang ada. Jika ia 
tidak berhati-hati, mediator itu dapat dirasakan para pihak tidak netral dan 
dapat mengagalkan proses mediasi tersebut. 
 
Dalam rangka mendorong para pihak untuk menelusuri dan 
menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian 
yang terbaik bagi para pihak (Pasal 9 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di 
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Pengadilan), Mediator juga dapat melakukan pencarian data-data ke 
lapangan agar dia lebih sensitif. Mediator di sini bukan sebagai pihak yang 
memutus, melainkan lebih kepada pihak yang mengkondisikan agar 
pertemuan dapat melahirkan kesepakatan-kesepakatan berdasarkan 
kepentingan para pihak. Beberapa masalah yang dapat dijadikan dasar 
bagi mediator dalam melakukan analisa terhadap perkara para pihak yang 
ditanganinya dalam proses mediasi, yaitu misalnya masalah hubungan 
antara para pihak, seperti “ada apa  sebenarnya diantara para pihak?, 
kenapa keduanya tetap ngotot, pernah bersengketa sebelumnya atau 
bagaimana?” dan sebagainya. Kemudian masalah ketidaksepakatan 
tentang data. Misalnya ketika dikonfirmasikan mengenai suatu data, 
jawabnya selalu mengelak. Kemudian juga masalah kepentingan yang 
bertentangan. Misalnya bisa jadi yang 1 maunya kanan, yang 1 lagi 
maunya kiri. Kemudian masalah hambatan struktural dan masalah 
perbedaan tata nilai, tradisi, latar belakang pendidikan yang kesemuanya 
sebenarnya sudah bisa dijadikan sebagai acuan bagi mediator dalam 
mengarahkan para pihak menuju penyelesaian sengketa secara damai. 
 
Dalam hal tercapai kesepakatan dalam mediasi, kesepakatan damai 
itu yang telah dicapai para pihak haruslah merupakan haruslah acceptable 
solution (Siti Megadianty Adam dan Clarita Degrantini. 2003. Mediasi 
Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.  
http://www.pemantauperadilan.com/alur. Diakses pada tanggal 10 Mei 
2007 pukul 11.20WIB). Jadi kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan 
yang oleh kedua belah pihak dapat diterima dan saling menguntungkan 
kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak sama-sama menerima 
keputusan itu, karena jika ternyata kedua belah pihak atau salah satu pihak 
itu tidak menerima kesepakatan itu akan berpengaruh terhadap 
pelaksanaan kesepakatan itu. 
 
Jangka waktu proses mediasi telah ditentukan dalam Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang 
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Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Mediasi di luar pengadilan jangka 
waktunya 30 hari, sedangkan apabila proses mediasi tersebut berjalan di 
dalam pengadilan, maka jangka waktu proses mediasi tersebut adalah 22 
hari setelah penunjukan mediator. Jadi nanti setelah waktu yang 
ditetapkan itu kembali ke pengadilan. Kemudian  dimintakan penetapan 
oleh hakim. Jika dalam batas waktu yang ditentukan yaitu 22 atau 30 hari 
itu tidak tercapai kata sepakat mediasi itu wajib dinyatakan gagal oleh 
mediator dan hal itu harus dilaporkan oleh mediator ke majelis hakimnya 
untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan proses biasa. Agar tidak 
terjadi perbedaan pemahaman, proses mediasi di luar pengadilan artinya 
tetap di lingkungan pengadilan, tapi mediatornya bukan berasal dari 
mediator yang ada dalam list mediator yang diajukan pengadilan. 
 
Pada dasarnya proses mediasi tertutup untuk umum kecuali untuk 
kasus-kasus publik seperti lingkungan, yang melibatkan banyak pihak 
(Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 
Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan). Mediasi untuk 
kasus lingkungan di atas dilaksanakan secara terbuka karena melibatkan 
banyak pihak, jadi sudah semestinya membuka akses informasi kepada 
publik. 
 
Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan proses mediasi 
belum berhasil, maka dokumen-dokumen yang dipakai pada saat proses 
mediasi tidak boleh dipergunakan di persidangan (Pasal 13 ayat (2) 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan). Larangan tersebut didasari 
dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jika 
misalnya ada pihak yang beritikad tidak baik. Benda yang harus 
dimusnahkan adalah notulen atau catatan mediator. Selain itu pengakuan 
para pihak yang ada dalam proses mediasi itu juga tidak  boleh dibeberkan 
lagi pada saat sidang. Bahkan mediator atau salah satu pihak yang terlibat 
dalam proses mediasi juga tidak dapat diminta menjadi saksi dalam 
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persidangan untuk kasus yang sama (Pasal 13 ayat (3) Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang 
Prosedur Mediasi Di Pengadilan). 
 
Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka hasil dari proses 
mediasi adalah kesepakatan antar para pihak. Kesepakatan tersebut 
dituangkan dalam suatu akta perdamaian yang bersifat final dan binding 
serta berkekuatan hukum tetap. Sehingga menkanisme pengawasan 
pelaksanaan kesepakatan tersebut sama seperti eksekusi putusan biasa 
yang berkekuatan hukum tetap, yaitu dari pihak pengadilan sendiri (Siti 
Megadianty Adam dan Clarita Degrantini. 2003. Mediasi Sebagai 
Alternatif Penyelesaian Sengketa.  
http://www.pemantauperadilan.com/alur. Diakses pada tanggal 10 Mei 
2007 pukul 11.20WIB). 
 
Mungkin pula karena tidak cukup informasi yang diperlukan. Atau 
tidak megetahui bagaimana cara memperolehnya. Karena itu para pihak 
sukar untuk merunding secara efektif. Dalam hal demikian meereka perlu 
pihak luar yang dapat dipercayai. Pihak ini harus tanpa kepentingan 
sendiri. Ia harus dapat mengerti serta menangani seluruh sengketa secara 
tidak memihak. Ia harus bisa menganalisis sumber-sumber konflik dan 
rintangan dalam negosiasi, juga dapat memecahkan masalah untuk 
menyelesaikan sengketa ini. Ini adalah perantara, atau fasilitator yang bisa 
dipercayai kedua belah pihak sebagai ahli pembuat diagnosis, penasihat, 
sebagai guru atau moderator. Ini adalah peranan dari seorang mediator. 
Jika semua hal itu terjadi, maka dapat dilakukan penyelesaian melalui 







 B. Kerangka Pemikiran 
 
Setelah suatu gugatan perdata masuk ke Pengadilan Negeri 
Surakarta dan menjalani proses administrasi, maka pada hari sidang yang 
pertama majelis hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak yang 
bersengketa untuk menempuh prosedur mediasi guna menyelesaikan sengketa 
secara damai sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. 
 
Setelah hari sidang yang pertama, suatu sengketa perdata di 
Pengadilan Negeri Surakarta akan menjalani prosedur yang wajib untuk 
dilaksanakan, yaitu Prosedur mediasi. Prosedur Mediasi tersebut terbagi dalam 
dua tahap. Tahap yang pertama harus dilalui adalah Tahap Pra Mediasi. Inti 
dari Tahap Pra Mediasi ini adalah pencapaian kesepakatan Mediator yang 
mana akan dipakai dalam mediasi yang akan dilaksanakan. 
 
Tahap selanjutnya setelah tahap Pra Mediasi terlaksana adalah 
Tahap Mediasi. Tahap Mediasi ini memberikan kesempatan bagi mediator 
untuk menggali kepentingan, megkondisikan keadaan, dan megusahakan 
kesepakatan penyelesaian sengketa secara damai demi kepentingan para pihak 
yang bersengketa. 
 
Setelah menempuh prosedur mediasi, maka ada dua kemungkinan 
hasil mediasi tersebut, yaitu mediasi gagal dan mediasi berhasil. Jika mediasi 
berhasil menghasilkan kesepakatan penyelesaian sengketa secara damai, 
proses pemeriksaan persidangan atas sengketa tersebut tidak akan dilanjutkan. 
Setelah para pihak yang bersengketa melalui mediasi mencapai kesepakatan 
penyelesaian sengketa tersebut, para pihak yang bersengketa dapat meminta 
penetapan dengan suatu akta perdamaian, atau bila para pihak yang 
bersengketa tidak meminta akta penetapan dengan akta perdamaian, pihak 




Bila mediasi gagal, dalam arti tidak tercapai kesepakatan 
penyelesaian sengketa, mengindikasikan ada hambatan yang tidak dapat 
dilalui untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa di antara para 
pihak yang bersengketa melalui mediasi, maka proses pemeriksaan dilanjutkan 
oleh majelis hakim. Adalah mengkaji berhasil maupun gagalnya mediasi 
dalam menyelesaikan sengketa perdata, maka dapat dilihat efektivitas 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa 
perdata di Pengadilan Negeri Surakarta. Untuk jelasnya dapat digambarkan 












sesuai dengan Hukum 






Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi dalam Menyelesaikan 
Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta 
Mampu mengatasi 
Hambatan Mediasi 
Gambar 2 : Skema Kerangka Pemikiran 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Hasil Penelitian 
 
Suatu perkara perdata apabila berakhir dengan menangnya salah satu 
pihak yang berperkara adalah suatu hal yang biasa terjadi, dan itulah yang 
pada umumnya yang diharapkan seseorang ataupun suatu badan hukum yang 
berperkara di pengadilan. Mereka berpandangan bahwa jalan terakhir 
penyelesaian suatu perkara hukum adalah melalui pengadilan. Mereka 
berpendapat bahwa apabila perkaranya sudah masuk ke pengadilan, maka 
hasilnya adalah salah satu pihak sajalah yang menang dan pihak yang lainnya 
adalah pihak yang kalah. Pandangan seperti itu kini akan mulai berubah 
dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 
Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.  Dengan Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang 
Prosedur Di Pengadilan ini, maka akan merubah cara berpikir masyarakat 
pada umumnya dan cara berpikir para percari keadilan, bahwa di pengadilan 
masih ada alternatif lain selain menang atau kalah, yaitu dengan cara mediasi, 
yang dapat membuat para pihak yang berperkara memperoleh penyelesaian 
atas perkaranya tanpa merasa dikalahkan ataupun dirugikan, karena 
penyelesaian dengan cara mediasi lebih mengedepankan kompromi dan rasa 
kekeluargaan di antara para pihak yang berperkara yang dibantu mediator 
yang menggali kepentingan-kepentingan dan kondisi-kondisi dari para pihak 
yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara secara damai demi 
kepentingan para pihak yang bersengketa itu sendiri. 
 
Mengingat selesainya suatu perkara perdata secara damai merupakan 
suatu hal yang di luar kebiasaan sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi 
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Di Pengadilan, maka penulis akan menguraikan suatu perkara perdata di 
Pengadilan Negeri Surakarta yang selesai secara damai, sebagai berikut: 
 
Identitas Perkara : 
1. Nomor Perkara : 86 / Pdt.G / 2006 / PN.Ska 
2. Tempat disidangkan : Pengadilan Negeri Surakarta 
3. Jenis Perkara  : Perdata 
4. Pihak-pihak  
a. Penggugat  : IB 
    JP 
b. Tergugat  
i. Tergugat I : SP 
ii. Tergugat II : SR 




6. Hakim Mediator :  Hakim Y  
7. Tanggal Putusan : 14 September 2006 
 
Kasus Posisi: 
Pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2005 sekitar pukul 07.15, IB yang 
bertempat tinggal di Kramat Pulo Gang VI RT: 003, RW: 003, Jakarta Pusat 
melintas di ruas jalan Tol Pondok Gede-Halim, Jakarta dengan mengemudikan 
mobil Kia Carens dengan Nomor Polisi B 82XX EB. Dengan tanpa diketahui 
sebabnya, sebuah mobil Panther warna merah dengan Nomor Polisi AD 89XX 
HA yang dikemudikan SP yang bertempat tinggal di Kampung Sidorejo RT: 
07, RW: 02, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Madya 
Surakarta menabrak mobil yang dikemudikan IB dari arah belakang dengan 
kecepatan tinggi. Sehingga akibat tabrakan tersebut, mobil yang dikemudikan 
IB mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian belakang maupun bagian 
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depan mobilnya tersebut, karena setelah ditabrak dari belakang, mobil IB 
menabrak mobil di depannya. 
 
IB meminta pertanggungjawaban SP karena kerusakan yang terjadi 
pada mobilnya setelah ditabrak mobil yang dikemudikan SP. IB meminta 
perbaikan atas mobilnya hingga kembali seperti keadaan semula kepada SP. 
Dengan permintaan itu, SP berdalih bahwa dia hanyalah supir yang disuruh 
SR yang beralamat di Kampung Rejosari RT: 05, RW: 015, Kelurahan 
Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Madya Surakarta untuk mengemudikan 
mobil sewaan dengan tujuan mengantar saudara-saudara SR ke Lampung –
Sumatera. Melihat adanya niat untuk tidak menyelesaikan perkara ini, IB 
mengamcam untuk melaporkan ke polisi mengenai peristiwa ini. 
 
Dengan permintaan ini SP menghubungi SR melalui hand phone di 
Surakarta supaya berbicara langsung dengan IB, dengan tujuan agar IB tidak 
menahan mobilnya. Setelah berbicara langsung dengan SR, IB tidak jadi 
menahan mobil SP, setelah sepakat dengan SR, bahwa saudara SR yang 
bernama JS akan menganti kerugian yang diderita IB berupa perbaikan mobil 
IB di bengkel. Bahwa dengan kesepakatan tersebut, kemudian mobil IB 
dibawa dengan mobil derek ke bengkel “ Jaya Mandiri Utama, Body Repair & 
Paint Specialis”  di jalan Danau Sunter Utara Raya Blok O-2 No. 6 Jakarta, 
dengan biaya derek sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayar 
terlebih dahulu oleh JS. Seminggu kemudian setelah dilakukan pemeriksaan 
awal oleh bengkel, ternyata untuk jasa repair dan onderdil mencapai biaya Rp 
33.922.750,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus 
lima puluh rupiah), yang terdiri atas biaya jasa repair sebesar Rp 11.250.000,- 
(sebelas juta duaratus limapuluh ribu rupiah) biaya pembelian onderdil sebesar 
Rp 22.672.750,- (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua tujuhratus 
limapuluh rupiah). Merasa biaya sebesar itu terlalu berat, atas permintaan JS, 
mobil IB dipindahkan ke bengkel “Tero Motor” di Depok, Jakarta. Bengkel 
“Jaya Mandiri Utama, Body Repair & Paint Specialis” meminta biaya Rp 
1.000.000,- (satu juta rupiah) karena pembatalan perbaikan mobil di bengkel 
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tersebut. Demi kelancaran perbaikan, IB membayarnya terlebih dahulu. 
Kemudian mobil tersebut dibawa ke bengkel yang ditunjuk JS dengan 
menggunakan mobil derek yang berbiaya Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) 
yang dengan terpaksa dibayar terlebih dahulu oleh IB. 
 
Setelah dilakukan pemeriksaan awal di bengkel “Tero Motor”, 
diestimasikan memerlukan biaya sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta 
rupiah) yang terdiri atas biaya repair sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta 
rupiah) dan biaya pembelian onderdil sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta 
rupiah). Mengetahui jumlah biaya tersebut, JS selaku wakil dari SP dan SR 
menyetujui untuk menanggungnya. Setelah proses perbaikan selesai dan harus 
segera dilakukan pembayaran, ternyata ketiga orang (SP, SR, dan JS) sulit 
dihubungi untuk melakukan pembayaran atas perbaikan mobil tersebut. 
Dengan terpaksa, karena tidak ada niat baik dari ketiga orang yang 
bertanggungjawab atas perbaikan mobil itu, maka IB melakukan pembayaran 
atas perbaikan mobilnya tersebut sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta 
rupiah). IB merasa “dibohongi” oleh ketiga orang tersebut. 
 
Bahwa guna meminta pertanggungjawaban dari ketiga orang tersebut, 
maka pada tanggal 27 Juni 2005 IB mensomasi ketiga orang tersebut, terutama 
SP dan SR melalui Kantor Pengacara “M. Muklas & Partners” untuk 
mempertanggungjawabkan atas kerusakan mobilnya akibat kecelakaan lalu 
lintas tersebut. Atas somasi tersebut, SP datang ke Jakarta untuk menyerahkan 
uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada IB untuk membantu 
biaya perbaikan mobil yang rusak tersebut. 
 
Maka setelah melakukan berbagai cara untuk meminta 
pertanggungjawaban dari ketiga orang tersebut dan hasilnya sangat kurang 
dari memuaskan, IB memutuskan untuk menggugat mereka melalui Kantor 
Pengacara “M. Muklas & Partners” di Pengadilan Negeri Surakarta. Di 
Pengadilan Negeri Surakarta, sengketa mereka terdaftar pada Nomor Perkara: 
86/Pdt.G/2006/PN.Ska tanggal 17 Juli 2006 itu, IB bertindak sebagai 
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Penggugat yang diwakili oleh JP atas dasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 
Juni 2006 melawan SP selaku Tergugat I dan SR sebagai Tergugat II. 
 
Dalam gugatannya IB selaku Penggugat memohon pada majelis hakim 
sebagai berikut: 
1. menerima dan mengabulkan gugatannya untuk seluruhnya; 
2. menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang tidak bergerak 
yakni: 
a. Sebidang tanah dan bangunan serta segala seauatu yang berdiri 
tertanam di atasnya milik Tergugat I (SP) yang sekarang digunakan 
sebagai tempat tinggal, yang terletak di Kampung Sidorejo RT: 07, 
RW: 02, Kelurahan mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota 
Madya Surakarta; 
b. Sebidang tanah dan bangunan serta segala seauatu yang berdiri 
tertanam di atasnya milik Tergugat II (SR) yang sekarang digunakan 
sebagai tempat tinggal, yang terletak di Kampung Rejosari RT: 05, 
RW: 015, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Madya 
Surakarta; 
c. Tempat usaha milik Tergugat II yang bernama “SSD” yang terletak di 
Jalan Ahmad Yani No. 183 Ngemplak, Surakarta. 
3. Menyatakan menurut hukum, perbuatan Tergugat I yang telah menabrak 
mobil Penggugat dari arah belakang dengan akibat kerusakan dan kerugian 
pada pihak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah 
merugikan pihak Penggugat; 
4. Menyatakan menurut hukum, Tergugat II sebagai yang telah memberi 
perintah kepada Tergugat I ikut bertanggungjawab atas akibat perbuatan 
melawan hukum tergugat I; 
5. Menyatakan menurut hukum, Tergugat I dan Tergugat II yang 
menjanjikan akan membayar seluruh biaya perbaikan mobil milik 
Penggugat, Merk Kia Carens-1 dengan Nomor Polisi: B 82XX EB telah 
ingkar janji (wanprestasi); 
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6. Menghukum oleh karenanya kepada Tergugat I dan Tergugat II secara 
tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian berupa uang kontan dan 
tunai kepada Penggugat, yaitu: 
a. Kerugian Materiil: 
i. Biaya pembelian onderdil : Rp 7.000.000,- 
ii. Biaya repair / jasa Perbaikan : Rp 11.000.000,- 
iii. Biaya derek : Rp 2.000.000,- 
iv. Biaya pemeriksaan awal : Rp 1.000.000,- 
v. Biaya sewa mobil selama 2 bulan : Rp 8.000.000,- 
vi. Biaya koordinasi dan komunikasi : Rp 1.000.000,- 
vii. Biaya advokasi dan gugatan : Rp 10.000.000,- 
 Jumlah : Rp 40.000.000,- 
b. Kerugian Immateriil: 
i. Biaya penganti terpecahnya konsentrasi 
pikiran yang dialami Penggugat akibat 
peristiwa kecelakaan tersebut, yang dinilai 
sebesar : Rp 25.000.000,- 
ii. Biaya penganti kerugian karena hilannya 
harapan atas keuntungan yang seharusnya 
diperoleh, senilai : Rp 25.000.000,- 
 Jumlah : Rp 50.000.000,- 
Sehingga untuk keseluruhan ganti kerugian yang harus dibayar oleh 
Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng adalah sebesar Rp 
90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) 
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng 
membayar biaya yang timbul karena perkara ini; 
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbar bij 





Pada hari sidang yang pertama Kamis, tanggal 27 Juli 2006, baik 
penggugat yang diwakili kuasanya, maupun Tergugat I dan Tergugat II telah 
hadir dan menjalani sidang. Pada sidang yang pertama itu, Majelis Hakim 
pemeriksa perkara mewajibkan bagi para pihak untuk menempuh proses 
mediasi guna menyelesaikan perkara mereka. 
 
Selanjutnya para pihak tidak menunjuk sendiri mediator bagi perkara 
mereka, melainkan memohon kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Hakim 
Mediator untuk membantu mereka menyelesaikan perkara mereka. Pada 
proses mediasi itu para pihak berhasil mencapai kesepakatan pada tanggal 22 
Agustus 2006. Kesepakatan hasil dari proses mediasi mereka tersebut, mereka 
cantumkan dalam Kesepakatan perdamaian, yang isinya antara lain:  
 
Taergugat I dan Tergugat II menyadari dan mengakui kekhilafan yang 
terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana 
dimaksud dalam Surat Gugatan dalam perkara No. 86 / Pdt. G / 2006 / 
PN.Ska, sehingga oleh karenanya melalui kesepakatan ini, Tergugat I dan 
Tergugat II menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat in persoon  
IB, S.H. 
 
Bahwa terhadap kerugian yang diderita penggugat in persoon IB 
adalah sebagaimana Posita ke-16 Gugatan. Mengingat kondisi kemampuan 
Tergugat I selaku sopir mobil carteran atas suruhan Tergugat II dan 
kemampuan Tergugat II yang sedang mengalami kelesuan keuangan dan 
penghasilan, maka dengan ini Tergugat memberikan sebagian biaya ganti 
kerugian karena kerusakan mobil Penggugat sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh 
juta limaratus ribu rupiah) yang dibayar secara bertahap, yakni untuk hari 
Senin, tanggal 22 Aguatus 2006, Tergugat II membayar kepada Penggugat 
sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 
7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Tergugat II 
kepada Penggugat melalui kuasanya paling lambat sampai tanggal 5 Oktober 




Bilamana ternyata pada tenggang waktu yang disepakati bersama 
terjadi pengingkaran (wanprestasi) dari pihak Tergugat II ataupun Tergugat I, 
maka kepadanya sercara tanggung renteng akan dikenakan denda sebesar Rp 
100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan pembayaran terhitung 
sejak ditetapkan Akta Perdamaian ini oleh Hakim Pemeriksa. 
 
Guna menjamin kepastian pelaksanaan atas isi perjanjian ini, 
khususnya menyangkut kewajiban pembayaran uang bantuan ganti kerugian 
yang telah disepakati tersebut, maka karena perjanjian ini, segala harta benda 
milik Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud dan terurai dalam 
Posita 17 jo Petitum ke-2 Gugatan dapat dilakukan eksekusi lelang menurut 
ketentuan hukum yang berlaku, guna pemenuhan kewajiban sisa pembayaran 
dan denda tersebut di atas. Untuk itu Surat Gugatan No: 
86/Pdt.G/2006/PN.Ska merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam 
Kesepakatan Perdamaian ini. 
 
Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 September 2006 Akta 
perdamaian tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang 
terbuka untuk umum. Sehingga perkara ini telah selesai secara damai tanpa 
harus melalui proses persidangan yang panjang dan Akta Perdamaian yang 
diperoleh dari proses mediasinya berlaku sama seperti putusan yang final dan 
mengikat kedua belah pihak yang berperkara. 
 
Dari uraian perkara perdata ini dapat kita temukan beberapa hal 
penting, yaitu: dalam proses mediasi dapat ditemukan kondisi yang 
sebenarnya dari para pihak yang bersengketa. Dalam surat Gugatan, 
Penggugat menghitung kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan 
Tergugat II kepadanya sangat tinggi, yaitu mencapai Rp 90.000.000,- 
(sembilan puluh juta rupiah). Oleh mediator dapat ditemukan sebagaimana 
tertuang dalam Akta Perjanjian, bahwa tergugat I adalah bekerja hanya 
sebagai sopir mobil carteran, sehingga tidak akan sanggup menanggung biaya 
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sebesar itu. Demikian juga dengan Tergugat II, dalam proses mediasi 
ditemukan fakta bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat II 
sedang mengalami kelesuan, termasuk juga kondisi keuangannya juga. 
Apabila Penggugat tetap memaksakan gugatanya, dan berhasil menang, akan 
tetap saja tergugat I dan Tergugat II tidak bisa memenuhi uang yang dituntut 
oleh Penggugat. Kondisi-kondisi yang ditemukan dalam proses mediasi ini 
tentu menjadi pertimbangan bagi Penggugat untuk menyelesaikan perkaranya 
secara musyawarah dan kekeluargaan. Hasilnya dalam Akta Perdamaian, 
Penggugat setuju untuk menerima bantuan ganti kerugian sebesar Rp 
7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). 
 
Istilah “Bantuan Ganti Kerugian” dalam Akta Perjanjian tersebut 
menunjukkan suatu wujud kompromi antara Penggugat dengan Tergugat I dan 
Tergugat II. Penggugat ingin bahwa kerugian yang disebabkan oleh Tergugat I 
dan Tergugat II tetap diakui. Selain itu Penggugat ingin memperlihatkan 
kebaikan hatinya, dengan tidak meminta “Ganti Kerugian”  yang sebesar Rp 
90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) seperti yang ada dalam Surat 
Gugatannya, namun hanya meminta “Bantuan” yang besarnya jauh dari angka 
dalam Surat Gugatannya, yaitu sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus 
ribu rupiah) kepada Tergugat. Di pihak Tergugat I dan Tergugat II menyadari 
bahwa tidaklah mungkin dapat mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp 
90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) seperti tercantum dalam Surat 
Gugatan Penggugat. Maka dari itu Tergugat I dan Tergugat II menyetujui 
istilah “Bantuan Ganti Kerugian” yang nilainya sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh 
juta lima ratus ribu rupiah). 
 
Mediator sangat berperan untuk memperoleh titik temu dari keinginan 
dan kondisi para pihak yang bersengketa. Dalam kasus posisi di atas memang 
tidak secara jelas mengungkapkan peranan mediator, namun setelah hadirnya 
mediator ditengah-tengah perkara ini, terjadi perubahan sikap dari pihak-pihak 
di dalamnya. Semula Penggugat mempunyai pandangan bahwa Penggugat 
telah dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan perincian kerugian 
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mencapai Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), namun setelah 
melalui proses mediasi yang dibantu seorang Hakim Mediator, Penggugat 
sepakat dalam Akta Perdamaian, bahwa Penggugat bersedia hanya menerima 
Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saja, jauh dari perincian 
dalam Gugatannya semula. Di sini hadirnya Mediator dalam perkara ini 
mampu megubah pendirian pihak-pihak di dalamnya untuk bisa saling 
berkompromi. Mediator mampu mengali kondisi-kondisi para pihak yang 
bersengketa dan memberi pemahaman sejauh mana kondisi-kondisi itu 
mampu memenuhi keinginan para pihak yang bersengketa, sehingga dengan 
pemahaman itu para pihak yang bersengketa mampu menemukan jalan terbaik 





1. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi dalam Menyelesaikan 
Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Surakarta 
 
Menurut Soerjono Soekanto, kalau seorang peneliti mengambil 
salah satu variasi tujuan hukum sebagai dasar pengukuran pengaruh 
hukum, apakah hal itu sudah cukup ataukah perlu disertai dengan syarat-
syarat lainnya? Kiranya di samping penetapan salah satu tujuan tersebut, 
masih diperlukan syarat-syarat lainnya, agar supaya diperoleh hasil yang 
lebih baik dan lebih benar (Soerjono Soekanto, 1988: 14). Berdasarkan 
pendapat tersebut, untuk melihat pengaruh hukum (efektif atau tidaknya) 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dalam penelitian ini tidak hanya 
meneliti aspek pencapaian tujuan hukumnya. Tujuan hukum berarti 
keinginan atau kehendak dari pembentuk hukum (Soerjono Soekanto, 
1988: 7). Pembentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Di Pengadilan adalah Mahkamah 
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Agung, yang terdiri dari tidak sedikit orang, sehingga sulit mendapatkan 
satu penafsiran yang sama dari para praktisi hukum tersebut, apalagi 
masyarakat luas. Oleh sebab itu pengukuran efektivitas dari Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang 
Prosedur Mediasi Di Pengadilan tak hanya dapat diukur dari pencapaian 
tujuan yang tertulis di dalam peraturan tersebut, melainkan dari perilaku 
pihak–pihak yang terkait dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di 
Pengadilan, perbandingan antara keadaan setelah mediasi diatur Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang 
Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan keadaan sebelum mediasi tersebut 
diberlakukan secara efektif, taraf kesadaran pelaku keadaan setelah 
mediasi diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 
Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dan jangka waktu 
setelah berlakunya keadaan setelah mediasi diatur Peraturan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur 
Mediasi Di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata di 
Pengadilan Negeri Surakarta sampai dengan penelitian ini. 
 
a. Efektivitas berdasarkan pencapaian tujuan yang tertulis di dalam 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 
2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. 
 
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 
tujuan mediasi di pengadilan seperti yang tertulis dalam 
pertimbangannya, yaitu: mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, 
mernberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk 
memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa 
yang dihadapi. Berikut disajikan data perkembangan jumlah segketa 
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perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Surakarta dari awal tahun 2006 
sampai dengan September  2007. 
 
Data Perkembangan Jumlah Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri 




















Sumber : Bagian Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, 31 Oktober 2007 
 
Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan 
dipandang dari tujuannya mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan 
Negeri Surakarta. Setelah mempelajari berkas perkara perdata No.  86 / 
Pdt.G / 2006 / PN.Ska, dan berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim 
Dwi Sudaryono, S.H. tanggal 17 April 2007 yang telah dilakukan Penulis, 
serta data perkembangan jumlah segketa perdata di Pengadilan Negeri 





Januari 36 25 7 2 
Februari 44 9 25 5 
Maret 35 14 22 2 
April 41 13 7 1 
Mei 33 13 21 3 
Juni 37 14 10 3 
Juli 37 12 12 - 
Agustus 36 12 13 2 
September 37 11 17 3 
Oktober 37 42 35 3 
November 29 16 8 1 
2006 
Desember 37 16 12 4 
Januari 41 10 16 2 
Februari 35 13 10 - 
Maret 38 12 12 2 
April 38 12 13 - 
Mei 37 13 8 1 
Juni 42 11 12 2 
Juli 41 15 11 2 
Agustus 45 13 17 5 
2007 
September 42 9 11 1 
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Surakarta dari Januari 2006 sampai dengan September 2007, dapat dilihat 
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di 
Pengadilan  tidak ada perubahan yang cukup untuk mengatakan bahwa 
peraturan ini mampu mengurangi penumpukan perkara (sengketa) perdata 
di Pengadilan Negeri Surakarta. Setelah mempelajari berkas perkara No. 
86/Pdt.G/2006/PN.Ska, memang dengan mediasi perkara tersebut mampu 
diselesaikan, namun itu hanya salah satu penyebab sengketa perdata 
berkurang. Sebab lain adalah setelah menjalani proses pemeriksaan 
persidangan suatu sengketa diputus hakim, dan sebab yang tidak diketahui 
sehingga penggugat mencabut gugatannya. Intinya sejak Januari 2006 
hingga Mei 2007, Sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta 
jumlahnya relatif stabil di angka rata-rata 39 sengketa tiap bulannya. 
Bahkan mulai Juni 2007 hingga September 2007 Pengadilan Negeri 
Surakarta mengalami penumpukan perkara yang meningkat. 
 
Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dilihat 
dari tujuannya mernberikan akses kepada para pihak yang bersengketa 
untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas 
sengketa yang dihadapi. Pengadilan Negeri Surakarta dengan menerapkan 
prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di 
Pengadilan berarti telah memberikan akses atau kesempatan kepada para 
pencari keadilan pada umumnya dan kepada para pihak yang bersengketa 
dalam hal perdata khususnya untuk memperoleh penyelesaian sengketa 
yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Penyelesaiannya 
tersebut merupakan kesepakatan yang mereka buat sendiri dibantu 
mediator, sehingga lebih memuaskan dari pada menunggu lama dalam 
pemeriksaan persidangan. Prosedur mediasi dilaksanakan dalam setiap 
proses persidangan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta, 




b. Efektivitas berdasarkan perilaku para pelaku Peraturan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur 
Mediasi Di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata di 
Pengadilan Negeri Surakarta. 
 
Dalam Prosedur Mediasi yang diatur Peraturan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur 
Mediasi Di Pengadilan, ada tiga pelaku yang berperan penting, yaitu: 
para pihak yang bersengketa, kuasa hukum dalam hal para pihak yang 
bersengketa memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, dan 
mediator. 
 
(1) Perilaku para pihak yang bersengketa. 
Hasil wawancara dengan Hakim Dwi Sudaryono, S.H. 
tanggal 17 April 2007 menunjukkan pada umumnya para pihak 
yang bersengketa di Pengadilan Negeri Surakarta menyelesaikan 
senhketanya di Pengadilan Negeri Surakarta karena merasa jalur 
penyelesaian melalui pengadilan merupakan cara terakhir guna 
menyelesaikan persoalan hukumnya. Di mana usaha-usaha 
penyelesaian lainnya telah ditempuh tetapi tidak dapat 
menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya. Seseorang 
berperkara di pengadilan disebabkan terdorong oleh kebutuhan-
kebutuhan tertentu. Seseorang berperkara di pengadilan sebagian 
disebabkan karena kebutuhan untuk mendapatkan sejumlah uang, 
yang apabila tidak segera ditangani dapat hilang. Seseorang 
berperkara di pengadilan dapat terdorong kebutuhan akan suatu 
kepastian hukum dari suatu barang, peristiwa, maupun hak-hak 
lainnya. Para pihak yang bersengketa tersebut sudah putus asa 





Kebanyakan keinginan para pihak untuk menyelesaikan 
perkara mereka melalui jalur pengadilan, di mana mereka 
menginginkan suatu kemenangan atas perkaranya atau kepastian 
menang atau kalahnya mereka di pengadilan tidak akan langsung 
ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Surakarta seperti keinginan 
mereka tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan 
mewajibkan terhadap para pihak yang bersengketa untuk melalui 
proses mediasi sebelum melanjutkan sengketa mereka dalam 
proses pemeriksaan persidangan. Para pihak yang bersengketa 
dalam proses mediasi diberi kesempatan sekali lagi untuk 
menyelesaikan perselisihan di antara para pihak yang bersengketa 
dengan dibantu mediator. Jadi mau tidak mau semua sengketa 
perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Surakarta haruslah 
melalui Prosedur Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang 
Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Para pihak yang bersengketa 
umumnya hanya mengikuti arus yang telah diatur dan diwajibkan 
dalam Prosedur Mediasi. 
 
Di Pengadilan Negeri Surakarta Prosedur Mediasi memang 
dilaksaanakan, akan tetapi dari perilaku yang tampak dapat 
dikatakan kebanyakan para pihak yang bersengketa 
melaksanakannya dengan tidak bersemangat dan tidak berharap 
banyak dari proses mediasi itu. Seharusnya para pihak yang 
bersengketa melakukan tahap-tahap mediasi atas dasar kebutuhan 
mencapai titik temu kesepakatan penyelesaian sengketa dari para 
pihak yang berlawanan dan kebutuhan menghemat waktu, pikiran, 
dan biaya, bukannya hanya melakukan apa yang menjadi prosedur 




(2) Perilaku kuasa hukum dalam hal para pihak yang bersengketa 
memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya. 
Dari hasil wawancara dengan Hakim Dwi Sudaryono, S.H. 
tanggal 17 April 2007 mnunjukkan bahwa apabila para pihak yang 
bersengketa memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk 
mewakili dalam proses mediasi, kuasa hukum tidak mengupayakan 
secara serius penyelesaian sengketa para pihak yang diwakilinya 
melalui proses mediasi. Pendapatan kuasa hukum sangat 
tergantung dari keberlangsungan sengketa yang ditanganinya. 
Apabila sengketa yang dikuasakan kepadanya terselesaikan melalui 
mediasi, maka pendapatannya dari sengketa tersebut akan berhenti 
sampai di situ dan pendapatan yang berasal dari proses persidangan 
selanjutnya tidak akan didapatkannya. Pendapatan kuasa hukum 
biasanya berdasarkan tingkatan persidangan, sehingga ada 
kecenderungan perilaku yang tidak mendukung dari kuasa hukum 
dalam prosedur mediasi. Bukan berarti kuasa hukum akan 
berupaya menggagalkan mediasi, tetapi kuasa hukum akan 
bertindak seadanya saja tanpa upaya yang maksimal dalam 
prosedur mediasi. Pada awalnya para pihak mempunyai keinginan 
untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi, dengan 
perhitungan hubungan baik, biaya, dan sebagainya, namun setelah 
mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari penasehat hukum 
atau kuasa hukumnya, mereka berubah pikiran. 
 
(3) Perilaku Mediator 
Hasil wawancara dengan Hakim Dwi Sudaryono, S.H. 
tanggal 17 April 2007 menunjukkan bahwa para mediator sudah 
melaksanakan tugasnya dengan baik. Sampai dengan penelitian ini, 
Hakim Mediatorlah yang dipilih para pihak yang bersengketa 
untuk menjadi mediator dalam sengketanya. Hal itu dikarenakan 
apabila menggunakan jasa Hakim Mediator tidak dikenakan biaya 
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dan apabila menggunakan jasa Mediator Non Hakim, biayanya 
ditanggung para pihak yang bersengketa berdasarkan kesepakatan. 
Para mediator sudah berupaya maksimal dalam membantu para 
pihak yang bersengketa menemukan kesepakatan penyelesaian. 
Keberhasilan dari mediator dalam membantu mencapai 
kesepakatan bagi para pihak yang bersengketa sangat tergantung 
dari kemauan para pihak itu sendiri.  Umumnya para pihak tidak 
mau didamaikan lagi. Mereka sudah teguh dengan pendiriannya 
masing-masing dan tidak mau berkompromi lagi. Apapun upaya 
mediator apabila begitu keadaannya tidak akan membuahkan 
kesepakatan apapun. 
 
c. Efektivitas berdasarkan perbandingan antara keadaan setelah mediasi 
diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 
Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam 
Menyelesaikan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta 
dengan keadaan sebelum prosedur mediasi tersebut diberlakukan 
secara efektif di Pengadilan negeri Surakarta. 
 
Hasil wawancara dengan Hakim Dwi Sudaryono, S.H. tanggal 17 
April 2007 menunjukkan sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur 
Mediasi Di Penagadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata di 
Pengadilan Negeri Surakarta jarang ada sengketa perdata yang selesai 
melalui perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR/ 154 RBg. Hal itu 
terjadi karena perdamaian tersebut tidaklah bersifat wajib bagi para 
pihak yang bersengketa untuk melaksanakannya, tetapi hanya wajib 
bagi hakim pemeriksa untuk mengupayakannya (menawarkan) dan 
hanya dilakukan bila ada kemauan dari para pihak tanpa adanya 




Terdapat keadaan yang berbeda setelah berlakunya Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang 
Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Para pihak mau tidak mau harus 
melakukan tahap-tahap mediasi. Setiap sengketa perdata yang masuk 
ke Pengadilan Negeri Surakarta haruslah melalui prosedur mediasi dan 
apabila gagal dapat melanjutkan ke proses pemeriksaan persidangan.  
Para pihak diwajibkan mengupayakan penyelesaian sengketa perdata 
mereka dengan tujuan tercapainya kesepakatan setelah melalui 
prosedur mediasi. Di Pengadilan Negeri Surakarta, prosedur mediasi 
telah berlaku dan menghasilkan kemungkinan penyelesaian sengketa 
perdata secara damai lebih besar dibandingkan sebelum berlakunya 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 
2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ini. 
 
d. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 
Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan diukur dari 
lamanya berlaku sejak Januari 2006 sampai dengan September 2007 di 
pengadilan Negeri Surakarta. 
 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 
Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan berlaku sejak 
ditetapkan tanggal 11 September 2003. Di Pengadilan Negeri 
Surakarta baru siap melaksanakannya Januari 2006, yaitu setelah siap 
dengan para mediatornya dan perangkat lainnya seperti ruang mediasi. 
Jadi Pengadilan Negeri Surakarta secara penuh melaksanakan Prosedur 
Mediasi dari Januari 2006 sampai sekarang hampir dua tahun.  
 
Menurut Sudikno Mertokusumo, kekuatan berlakunya hukum 




(1) Menurut teori kekuatan (Machtstheorie) hukum mempunyai 
kekuatan berlaku sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh 
penguasa, terlepas dari diterima ataupun tidak oleh warga 
masyarakat. 
(2) Menurut teori pengakuan (Anerkennungstheorie) hukum 
mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan 
diakui oleh warga masyarakat. 
 
Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo di atas, maka 
selama Januari 2006 sampai dengan September 2007, merujuk teori 
kekuatan (Machtstheorie) hukum, Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi 
Di Pengadilan sudah cukup efektif dilaksanakan di Pengadilan Negeri 
Surakarta, karena sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses 
persidangan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta. Para 
pelaku Prosedur Mediasi mau tidak mau harus menempuh Prosedur 
Mediasi dalam menyelesaikan sengketanya. Lain halnya menurut teori 
pengakuan (Anerkennungstheorie) hukum, penyelesaian sengketa 
perdata melalui mediasi di pengadilan belum mendapat pengakuan dari 
masyarakat sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata yang lebih 
menarik dan lebih baik dari pada proses persidangan sampai dengan 
putusan hakim dengan pertimbangan jumlah sengketa perdata yang 
semakin bertambah besar hingga lebih dari 40 sengketa setiap 
bulannya tersisa dan jumlah sengketa perdata yang terselesaikan tidak 
mengalami peningkatan yang berarti baik itu melalui putusan hakim 
maupun melalui pencabutan gugatan (lihat tabel Data Perkembangan 
Jumlah Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta (Januari 2006 





2. Faktor-faktor Penghambat Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa 
Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta dan Solusinya. 
 
Berdasarkan wawancara dengan Hakim Dwi Sudaryono, S.H. 
tanggal 17 April 2007 ,dan setelah mempelajari berkas, dalam penelitian 
ini dapat diketahui ada beberapa hambatan yang menyebabkan sering 
gagalnya mediasi untuk mencapai suatu kesepakatan. Hambatan-hambatan 
tersebut adalah sebagai berikut:  
a. Rendahnya tingkat kesadaran dan komunikasi di antara para pihak 
yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi. 
Adanya penafsiran dari para pihak yang bersengketa bahwa proses 
beracara yang dijalaninya telah dikuasakan kepada advokat atau 
penasehat hukumnya, sehingga para pihak tersebut merasa tidak perlu 
lagi repot-repot datang ke pengadilan untuk melakukan prosedur 
mediasi. Para pihak tersebut berpandangan bahwa advokat merekalah 
yang harus bekerja menyelesaikan perkara mereka. Saat menjalani 
prosedur mediasi para pihak hanya menunggu kabar dari advokatnya, 
dan para pihak tersebut melalui advokatnya memberi penawaran 
tertentu dan bila tidak tercapai kesepakatan atas penawarannya 
tersebut, maka tidak ada penawaran lain lagi selain melanjutkan ke 
proses pemeriksaan persidangan. Bagi advokatnya, hal tersebut adalah 
kehendak pemberi kuasa yang harus dijalankan, apalagi tidak 
merugikan advokat itu sendiri. 
 
Mereka para pihak yang bersengketa yang sudah memasukkan 
perkara perdata mereka ke Pengadilan Negeri Surakarta, mempunyai 
anggapan bahwa mereka sudah gagal dalam proses penyelesaian 
sengketa perdata di luar pengadilan, dan mereka memutuskan jalan 
terakhir yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Hal itu berarti 
bahwa mereka mengharapkan adanya hasil satu di antara para pihak 
yang bersengketa menjadi pemenang dan yang lainnya kalah. Jadi para 
pihak yang bersengketa itu sudah berniat untuk mengalahkan pihak 
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lawan mereka dan tidak berniat untuk menyelesaikan sengketa mereka 
secara damai. 
 
Penafsiran para pihak tersebut sebenarnya merugikan diri 
mereka sendiri. Ketidakhadiran para pihak atau pihak materiil tersebut 
pada proses mediasi merugikan diri mereka sendiri karena dengan 
begitu mereka tidak dapat mengetahui secara langsung pandangan-
pandangan, penawaran-penawaran, bukti-bukti, dan posisi lawan 
mereka, selain itu keberhasilan suatu mediasi sangat tergantung dari 
kesadaran para pihaknya. Informasi-informasi yang para pihak 
dapatkan dari proses mediasi melalui advokat mereka kemungkinan 
sudah tidak utuh lagi, karena adanya rentang waktu penerimaan 
informasi oleh advokat dengan penyampaian informasi kepada 
pemberi kuasa mereka.  
 
b. Keengganan advokat untuk mendorong kliennya menyelesaikan 
sengketa kliennya melalui mediasi. Advokat atau penasehat hukum 
juga memiliki potensi sebagai faktor penghambat  mediasi. Penasehat 
hukum cenderung tidak mau memberi tahu para pihak materiil yang 
memberi kuasa kepada mereka mengenai mediasi yang wajib bagi para 
pihak materiil hadiri. Misalnya seorang advokat yang berdomisili di 
Surakarta memperoleh klien dari Sumatera dalam kasus perdata, 
seharusnya advokat tersebut memberitahu kliennya perihal adanya 
mediasi yang harus dihadiri klien tersebut. Akan tetapi oleh advokat 
hal tersebut tidak dilaksanakan dengan perhitungan biaya dan jarak 
yang jauh. Hal ini tidak dapat dihalangi oleh pengadilan Negeri 
Surakarta, karena tidak adanya sanksi bagi para penasehat hukum yang 
menghalang-halangi para pihak materiil bertemu untuk melakukan 
mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Ada 
kecenderungan advokat tidak menghendaki agar kliennya berdamai. 
Hal itu dikarenakan,  pendapatan advokat didasarkan per tingkatan 
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pesidangan. Semakin tinggi tingkat persidangannya, semakin tinggi 
pendapatannya tergantung perjanjian dan kepercayaan kliennya. Bila 
dalam perkara yang ditanganinya berhasil diselesaikan melalui 
mediasi, maka kesempatan mendapatkan success fee akan hilang dan 
kesempatan memperoleh pendapatan dari kelanjutan perkara kliennya 
ke tingkat persidangan yang lebih tinggi pun akan hilang. Hal ini 
mengurangi potensi pendapatan mereka. Selain itu peran para advokat 
itu sangat terbatas dalam proses mediasi, sebab yang lebih banyak 
mendapat peran adalah para pihak yang bersengketa dan mediatornya. 
   
Berdasarkan hambatan-hambatan dalam menyelesaikan sengketa 
perdata secara mediasi di atas, maka dapat ditelaah mengenai solusinya 
sebagai berikut: 
a) Rendahnya tingkat kesadaran dan komunikasi di antara para pihak 
yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi. 
Tingkat kesadaran dan komunikasi para pihak yang bersengketa perlu 
ditingkatkan dalam hal saling memahami posisi masing-masing yang 
sebenarnya dan akan manfaat mediasi itu sendiri. Mengenai 
pemahaman posisi masing-masing pihak yang bersengketa selain 
tanggung jawab pribadi para pihak, juga merupakan tanggung jawab 
dari seorang mediator berkaitan dengan fungsinya sebagai “Agen 
Realitas” yang memberitahukan keadaan dan kemampuan masing-
masing para pihak yang bersengketa yang sebenarnya demi 
tercapainya kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Salah 
satu hal yang penting lainnya adalah perlu ditingkatkannya 
pengetahuan para pihak yang bersengketa mengenai mediasi 
berdasarkan  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, untuk itu 




b) Keengganan advokat untuk mendorong kliennya menyelesaikan 
sengketa kliennya melalui mediasi. 
Mempertimbangkan bahwa keenganan advokat dalam bentuk apapun 
dapat dikategorikan dalam upaya menghalangi tercapainya tujuan 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 
2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, maka adanya suatu 
sanksi sangat diperlukan untuk mencegah tindakan-tindakan yang 
menghalangi suatu proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa 
perdata secara damai. Peraturan Mahkamah Agung ini sifatnya masih 
formal yang mengatur prosedural, sehingga tidak dapat memberikan 
sanksi, sehingga diperlukan suatu peraturan mengenai mediasi di 
pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi, yaitu dalam bentuk undang-









 A. Kesimpulan 
 
1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 
tentang Prosedur Mediasi belum cukup efektif dalam menyelesaikan 
sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta. Efektifitas Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 tentang 
Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam menyelesaikan segketa perdata di 
Pengadilan Negeri Surakarta diukur dari beberapa syarat untuk menjaga 
keobjektifan hasil penelitian ini. 
c) Syarat tujuan 
(1) Belum mampu mengatasi penumpukan perkara. 
(2) Mampu mernberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk 
memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas 
sengketa yang dihadapi. 
d) Perilaku para pelaku 
(1) Dapat mengubah perilaku para pihak yang bersengketa untuk 
menempuh usaha perdamaian melalui mediasi. 
(2) Perilaku kuasa hukum cenderung tidak mendukung penyelesaian 
sengketa melalui mediasi dalam hal para pihak yang bersengketa 
memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk menempuh 
mediasi. 
(3) Kemampuan Mediator untuk mengarahkan para pihak yang 
bersengketa menyelesaikan sengketa perdata secara damai masih 





e) Perbandingan antara keadaan sebelum dan setelah berlakunya 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 
2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan . 
(1) Sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di 
Pengadilan, para pihak yang bersengketa cenderung tidak mau 
melakukan proses perdamaian untuk menyelesaikan sengketa 
perdata mereka. 
(2) Sesudah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di 
Pengadilan, para pihak yang bersengketa mau melakukan proses 
perdamaian (prosedur mediasi) karena hal itu merupakan sesuatu 
yang wajib dilaksanakan. 
f) Lamanya berlaku di Pengadilan Negeri Surakarta (sejak januari 2006 
sampai dengan September 2007) 
(1) Selama hampir dua tahun, Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di 
Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan 
Negeri Surakarta telah ditaati untuk dilaksanakan di setiap proses 
persidangan sengketa perdata. 
(2) Selama hampir dua tahun, Prosedur Di Pengadilan belum 
mendapat pengakuan dari masyarakat sebagai upaya penyelesaian 
sengketa perdata yang lebih menarik dan lebih baik dari pada 
proses persidangan sampai dengan putusan hakim. 
 
2. Hambatan-hambatan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam 
menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta adalah  
a) Rendahnya tingkat kesadaran dan komunikasi di antara para pihak 
yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi. 
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b) Keengganan advokat untuk mendorong kliennya menyelesaikan 
sengketa kliennya melalui mediasi. 
3. Solusi atas Hambatan-hambatan Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan 
dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta 
adalah 
a) Ditingkatkannya pengetahuan para pihak yang bersengketa mengenai 
mediasi berdasarkan  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 
untuk itu diperlukan sosialisasi yang lebih ditingkatkan. 
b) Diperlukan suatu peraturan mengenai mediasi di pengadilan yang 
tingkatannya lebih tinggi, yaitu dalam bentuk undang-undang yang 
mampu memberikan sanksi yang memberi efek jera bagi pelanggarnya. 
 
 B. Saran 
1. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis 
menyarankan bahwa sosialisasi mengenai manfaat Peraturan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur 
Mediasi Di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata di 
Pengadilan Negeri Surakarta perlu ditingkatkan lagi, terutama kepada 
orang-orang yang ingin menyelesaikan sengketa perdatanya di Pengadilan. 
2. Diperlukan sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang menghalangi proses 
mediasi di pengadilan. Oleh karena Prosedur Mediasi di pengadilan yang 
hanya berupa Peraturan Mahkamah Agung yang tidak memiliki sanksi 
apapun apabila dilanggar, maka diperlukannya prosedur mediasi dalam 
bentuk undang-undang yang jauh lebih kuat dan dapat memberikan sanksi 
bagi pelanggarnya daripada Peraturan Mahkamah Agung. 
3. Diperlukannya mediator dari kalangan tokoh masyarakat yang lebih besar 
pengaruhnya di kehidupan sehari-hari para pihak yang bersengketa 
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